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RINGKASAN 

 

 

Reaksi China Terhadap Kebijakan Luar Negeri Taiwan: New 

Southbound Policy Tahun 2016: Rekka Pingkan Putri, 140910101028: 

2018: 119 halaman: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Pasca pemilu presiden Taiwan pada Januari 2016, yang dimenangkan 

oleh Tsai Ing-wen dari Partai Demokrasi Berkelanjutan menarik perhatian 

China. Sebelum ini Taiwan dikuasai oleh Partai Nasionalis atau Kuomintang 

sejak China dan Taiwan berpisah secara diplomatik pada tahun 1949. Namun 

hubungan China-Taiwan telah di atur dalam Konsensus 1992 yaitu suatu 

kebijakan yang dikenal sebagai One China Policy atau Kebijakan Satu China. 

Kebijakan ini berisi tentang pengakuan bahwa hanya ada satu China yang 

utuh dan berdaulat. Selanjutnya, Taiwan berupaya untuk mendekatkan diri 

terhadap negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, 

Australia dan New Zealand dengan membentuk suatu kebijakan luar negeri 

yang disebut New Southbound Policy (NSP) atau Kebijakan Menuju Selatan 

pada tahun 2016. Terdapat 18 negara yang menjadi sasaran dalam NSP yaitu, 

negara-negara ASEAN, Asia Selatan, Australia serta New Zealand. Dalam 

kebijakan NSP, Taiwan menjaga dan meningkatkan kerjasamanya dengan 

negara-negara tujuan NSP khususnya dalam bidang perdagangan. Sehingga 

membuat China semakin curiga dan merasa terganggu dengan tindakan 

Taiwan. Dari penjabaran di atas, reaksi China terhadap kebijakan NSP 

menjadi menarik untuk diteliti. 

Penilitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, 

yaitu suatu kegiatan ilmiah terhadap gejala atau isu tertentu untuk kemudian 

ditarik suatu kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui reaksi 

China terhadap kebijakan New Southbound Policy (NSP). Dalam penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 

penelitian ini diambil dari studi kepustakaan dalam memperoleh data 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

viii 

 

sekunder. Kemudian penulis menganalisis lalu mendeskripsikan data yang 

diperoleh untuk menemukan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. 

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa reaksi China 

terhadap kebijakan luar negeri NSP sebagai tindakan atau tingkah laku suatu 

negara yang didasari oleh interaksi antar kedua wilayah. China melakukan 

upaya dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik, dan militer. 

Dalam bidang ekonomi, China memperkuat hubungannya dengan negara-

negara mitra OBOR. Dalam bidang politik, China semakin agresif dalam 

menekan Taiwan dalam hubungan lintas selat. Dalam bidang keamanan, 

China memperkuat militernya. Apabila militer China sudah kuat maka 

bisa membalikkan partai Koumintang atau KMT yang dinilai 

membangkang terhadap wilayah China.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Hubungan antara China dan Taiwan menarik untuk diteliti dalam studi Ilmu 

Hubungan Internasional. Salah satu alasan mendasarnya adalah kedua negara saling 

memiliki klaim atas kedaulatan negara dan kepentingan nasionalnya masing-

masing, terutama pasca kemerdekaan Taiwan pada tahun 1949. Demikian pula 

penelitian skripsi ini penulis memandang objek kajiannya masih mempunyai 

relevansi penting bagi khasanah studi Hubungan Internasional. Alasannya adalah 

pada tahun 2016, Taiwan mengeluarkan New Southbound Policy (NSP) atau 

Kebijakan Baru Menuju Selatan sebagai arah dan jalan baru kebijakan politik luar 

negeri Taiwan. 

Sebelum lebih jauh pembahasan mengenai hal tersebut, pada bagian ini 

penulis paparkan terlebih dahulu sekilas tentang retrospektif atau kronologis masa 

lalu hubungan antara China dan Taiwan. Setelah itu barulah penulis akan 

membahas lebih dalam mengenai pentingnya penelitian ini terutama pada posisi 

kajian untuk mengetahui dan memahami reaksi China atas kebijakan baru Taiwan 

yang bernama New Southbound Policy ini. 

Pada tahun 1949, perang tersebut dimenangkan Partai Komunis China yang 

dipimpin Mao Zedong. Saat itu, Partai Nasionalis atau Koumintang dipimpin oleh 

Chiang Kai Shek pindah ke pulau Formosa (Taiwan) sedangkan, Partai Komunis 

China yang berkuasa di Daratan China membentuk Republik Rakyat China 

(Wicaksono, 2015). Pada tahun 1970an, perkembangan kekuatan militer China 

menurut pemimpin China dilihat sebagai alat untuk mencapai kepentingan di 

tengah lingkungan politik yang tidak aman. Perselisihan yang terjadi antara kedua 

partai besar di China yaitu Partai Komunis China (PKC) dan Partai Nasionalis atau 

Kuomintang (KMT) membentuk kekuatan militer sebagai upaya dalam 

memperebutkan kekuasaan, hingga terjadi perang sipil atau sebagai tanda lahirnya 

RRC.  
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China memandang persoalan Taiwan sebagai kerangka masalah domestik, 

yaitu penyatuan kembali provinsinya yang melepaskan diri pada tahun 1949. 

Setelah China memproklamirkan Republik Rakyat China (RRC) dan berdiri sebagai 

negara, China semakin giat untuk memperluas wilayah kekuasaannya terhadap 

wilayah-wilayah perbatasan. China berambisi menjadikan dirinya sebagai negara 

besar. 

Sedikit demi sedikit usaha China di bawah kepemimpinan Partai Komunis 

China (PKC), membuat kemajuan dalam industrialisasi. Pembangunan ekonomi 

menjadi fokus yang ditekankan oleh pemimpin China demi menciptakan 

lingkungan ke dalam dan ke luar yang damai. Adanya potensi ancaman dari luar 

memerlukan peningkatan kekuatan militer. Sebagai negara otoriter, proses 

modernisasi pertahanan (arms build-up) dalam militer China didukung oleh kondisi 

perekonomian China yang kuat. Sehingga kapabilitas militer memiliki peran 

penting dalam menjamin keamanan dan keberlanjutan ekonomi China. 

Persaingan kekuatan di Asia Pasifik semakin nyata, salah satunya masalah 

lintas Selat Taiwan. Dalam masalah ini, China mengantisipasi adanya intervensi 

militer asing, yaitu Amerika Serikat. Meskipun pada tahun 1979 saat Amerika 

Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan China, namun pada tahun yang sama 

Amerika Serikat memberlakukan undang-undang Taiwan Relations Act (TRA) 

dengan Taiwan. 

Keterlibatan negara Amerika Serikat memicu ketegangan antara China-

Taiwan. Dalam pembentukan Taiwan Relations Act (TRA) isinya yaitu jaminan 

bagi hubungan perdagangan, pertukaran antar masyarakat, serta kelanjutan transfer 

senjata dan teknologi dari AS kepada Taiwan. Melalui TRA, AS terus menjalin 

hubungan non‐formal dengan Taiwan, seperti hubungan perdagangan, kebudayaan 

dan hubungan non‐formal lainnya. Kapabilitas militer Amerika Serikat berada di 

atas militer China (Prasetya, 2005). China pun semakin agresif dalam menekan 

Taiwan karena bagi China, perhatian politik luar negeri Taiwan menjadi fokus 

politik luar negeri China juga. 
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China memberikan respon terkait penjualan senjata Amerika Serikat ke 

Taiwan. Tetapi, apabila China memaksa reunifikasi dengan Taiwan akan 

memancing reaksi dari pihak Amerika Serikat. China semakin di uji dalam 

menjalankan dan melaksanakan pemerintahannya, jika China gagal 

mempertahankan Taiwan, maka akan memicu pemberontakan di beberapa kawasan 

lainnya. Lepasnya Taiwan bisa jadi merupakan kelemahan China sedangkan 

bersatunya Taiwan merupakan kekuatan China (Ross, 2002). 

 Hingga saat ini, China masih terus mengklaim wilayah atas dasar keamanan 

nasional dan hak-hak historis yang jelas adalah klaim mereka atas Taiwan. Pada 

saat itu Taiwan berada di bawah pemerintahan lawannya yaitu, Partai Nasionalis 

atau Kuomintang (KMT) yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan 

berlanjut hingga saat ini. 

Partai Komunis China yang menguasai wilayah China menerapkan ideologi 

komunis yang menjadikan seorang pemimpin mengatur berjalannya suatu negara. 

Pada tahun 2012, Presiden Xi Jinping secara resmi diangkat menjadi Presiden 

China. Kemudian pada tahun 2016, Xi Jinping dinobatkan sebagai “pemimpin inti” 

Partai Komunis China. Gelar simbolik itu sejajar dengan pendiri PKC yaitu, Mao 

Zedong, dan bapak reformasi China yaitu, Deng Xiaoping. Pada bulan Oktober 

2017, Xi Jinping kembali ditetapkan sebagai presiden untuk kedua kalinya melalui 

Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis China dan meneruskan era 

kepemimpinannya. Kebijakan dagang dan penghapusan batas masa jabatan menjadi 

dua sesi paling penting dalam pemerintahan China saat ini (CNBC Indonesia, 

2018). Kekuasaan presiden China tidak setara dengan kekuasaan kepala eksekutif 

lainnya. Menghapus batas waktu masa jabatan adalah "perebutan kekuasaan" oleh 

petahana yang ditentukan untuk membentuk "rezim totaliter." Kekuasaan, tugas dan 

tanggung jawab presiden China tidak sama dengan yang dipegang oleh presiden 

negara lain (Center For Strategic & International Studies - CSIS, 2018).  

Penulis tertarik untuk meneliti ini karena sebagai satu kesatuan bagian dari 

wilayah China, pemerintah China mengeluarkan kebijakan One China Policy atau 

“Kebijakan Satu China”. Kebijakan yang dipegang teguh oleh Republik Rakyat 

China yang menetapkan hanya ada satu China yang berdaulat dan memiliki aspek 
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legalitas sebagai negara yaitu Republik Rakyat China serta Taiwan adalah bagian 

dari China. Kebijakan ini merupakan usaha pemerintah China untuk mengurangi 

gerak diplomasi internasional terhadap Taiwan (McDougall, 2007). 

Hubungan China-Taiwan selama ini dikaitkan dengan masalah reunifikasi. 

Reunifikasi dapat dilakukan dengan damai kecuali jika Taiwan memutuskan untuk 

merdeka, Taiwan terus menolak upaya reunifikasi dalam jangka waktu yang 

panjang atau melibatkan intervensi dari kekuatan luar. Dalam perkembangan 

kebijakan China terhadap Taiwan, belum ada upaya yang signifikan dalam bidang 

politik. Taiwan menggunakan nama Cina Taiwan atau Cina Taipei dalam 

keterlibatannya dalam organisasi internasional. Strategi ini memperlihatkan bahwa 

upaya China untuk mengisolasi Taiwan dalam sistem internasional mengalami 

hambatan (Djafar, 1996). 

Pada tahun 2016, Tsai Ing-wen memenangkan pemilu Presiden Taiwan. 

Tsai Ing-wen diusung oleh partai yang dipimpinnya yaitu Partai Demokrasi 

Berkelanjutan atau Democratic Progressive Party (DPP). Tsai Ing-wen menjadi 

Presiden perempuan pertama di Taiwan sejak memisahkan diri dari kepulauan 

China pada tahun 1949 (CNN Indonesia, 2016). Presiden Tsai Ing-wen memiliki 

strategi kepemimpinan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah China dan 

Presiden Taiwan terdahulu. Dalam masa jabatannya saat ini, akan menentukan 

stabilitas keamanan dan kesejahteraan rakyat Taiwan di masa mendatang. 

Kebijakan baru yang diusung oleh Presiden Tsai Ing-wen yaitu New Southbound 

Policy atau kebijakan selatan baru (NSP) untuk mengembangkan kerjasama yang 

luas dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan serta Australia dan 

New Zealand (Ministry of Foreign Affairs, 2016). Terdapat indikasi bahwa terjadi 

perubahan karena perbedaan strategi yang ditawarkan oleh Presiden Taiwan yang 

baru. Kebijakan ini identik untuk mengurangi ketergantungan Taiwan pada negara 

China seperti pemerintahan presiden Taiwan sebelumnya yaitu, Lee Teng-hui dan 

Chen Shui-bian (Tanasaldy, 2017). 

Dengan ditulisnya penilitian ini, penulis berharap menemukan jawaban 

terkait dengan reaksi China terhadap kebijakan luar negeri Taiwan: New 

Southbound Policy di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan juga Australia dan 
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New Zealand. Sikap keras China meningkat sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-

wen. Negara China curiga dan mengecam tindakan Presiden Tsai Ing-wen karena 

dinilai ingin mendorong kemerdekaan resmi melalui kebijakan New Southbound 

Policy. Hal itu tidak bisa ditolerir para pemimpin Partai Komunis China, meski 

Presiden Tsai Ing-wen mengatakan dirinya ingin mempertahankan status quo1 dan 

berkomitmen menjaga perdamaian (CNN Indonesia, 2018). 

Hubungan China dan Taiwan saling memberikan berbagai reaksi terkait 

dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu baik dari sisi 

China ataupun Taiwan. Dinamika politik antara kedua negara ini semakin 

memburuk dan curiga satu sama lain. 

Penulis mencoba berpegang pada pemahaman bahwa kebijakan luar negeri 

sangat berpengaruh dari struktur domestik yang tumbuh dalam negara itu sendiri 

sesuai dengan asumsi dari Holsti. Analisis ini berusaha melihat bagaimana situasi 

eksternal muncul dan bagaimana struktur domestik merespon hal tersebut. 

Berangkat dari pemaparan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, 

penulis akan meneliti lebih dalam lagi mengenai reaksi China terhadap kebijakan 

luar negeri Taiwan di tahun 2016 kedalam skripsi yang berjudul “Reaksi China 

terhadap Kebijakan Luar Negeri Taiwan: New Soutbound Policy Tahun 

2016”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Status quo adalah suatu keadaan yang tidak ada perubahan, penambahan, atau perbaikan. Status 

quo dalam bidang politik adalah sikap politik dari warga negara yang bertahan pada keadaan saat 

ini dan berusaha untuk mempertahankan keadaan tersebut. 
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1.2 Ruang Lingkup Pembahasan 

 Ruang lingkup pembahasan dalam sebuah karya tulis ilmiah terbagi menjadi 

dua, yaitu batasan materi dan batasan waktu. Ruang lingkup pembahasan 

diperlukan agar pembahasan suatu fenomena tidak keluar dan meluas dari fokus 

utama penelitian, dan agar dapat menjadi sebuah karya tulis yang sistematis dan 

terarah.   

1.2.1  Batasan Materi 

 Batasan materi diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup pembahasan 

sebuah fenomena atau objek yang diteliti, yaitu cakupan materi dan 

permasalahannya. Sehingga tulisan tersebut sesuai dengan apa yang telah menjadi 

tema utama seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas. Penulis 

membatasi materi tulisan ilmiah ini yaitu tentang reaksi China terhadap kebijakan 

luar negeri baru Taiwan dimulai dari tahun 2016. 

 

1.2.2 Batasan Waktu 

 Batasan waktu menunjukkan rentang waktu terjadinya suatu peristiwa atau 

fenomena yang akan dianalisa. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan ketepatan 

waktu agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap perhitungan waktu kapan 

terjadinya sebuah peristiwa. Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini 

dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Tahun 2016 dipilih karena Tsai Ing-

wen terpilih menjadi Presiden setelah menang dalam pemilu dan pembentukan 

kebijakan luar negeri New Southbound Policy di Taiwan. Sedangkan, tahun 2018 

dipilih karena China memberikan reaksi terhadap kebijakan luar negeri Taiwan 

pasca dibentuknya New Southbound Policy. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana reaksi China 

terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri New Southbound Policy 

Taiwan?”. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Dalam setiap penelitian selalu terdapat tujuan yang berguna untuk 

menyajikan ilmu pengetahuan baru. Penulis berusaha untuk menyajikan analisa dari 

rangkaian fenomena internasional untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah karya 

tulis ilmiah. Dalam penelitian karya tulis ilmiah ini, penulis berusaha untuk meneliti 

reaksi China dalam menghadapi kebijakan luar negeri Taiwan: New Southbound 

Policy yang dibentuk pada tahun 2016. 

 

1.5 Kerangka Konseptual 

Kerangka pemikiran merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk 

menjelaskan permasalahan dalam suatu penulisan karya ilmiah. Kerangka dasar 

pemikiran dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam proses pengujian data 

dalam menganalisa suatu permasalahan untuk mendapat kesimpulan dan solusi 

yang tepat atas permasalahan tersebut. Teori berfungsi menjelaskan maksud dari 

berbagai fenomena yang terjadi serta memberikan hipotesis secara sistematis 

(Nasution, 1998).  

 

1.5.1 Konsep Politik Luar Negeri dalam Perspektif Realisme 

Hubungan internasional adalah tempat antarnegara saling berinteraksi; 

negara adalah aktor utama dalam dunia internasional. Perilaku negara dalam 

interaksi hubungan internasional dijalankan secara rasional bagi kepentingan 

nasional, terutama kepentingan survival dan keamanan nasional. Dalam 

meningkatkan kepentingan negara, menggunakan dan mengumpulkan lebih banyak 

kekuatan (power); power adalah tujuan utama dan merupakan tujuan dalam dirinya 

sendiri. Dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara, kapabilitas power 

sangatlah menentukan; negara bertindak dalam pertimbangan power, tindakan 

semacam itu “bersifat politik” (Dugis, 2016). Selanjutnya, politik terbagi menjadi 

dua fokus utama yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, bersifat 

individual tetapi ada interaksi ke luar sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan 

nasionalnya. Tidak hanya kepentingan internal, melainkan kepentingan eksternal 

juga. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

8 
 

 
 

Politik Luar Negeri (PLN) merupakan salah satu bidang kajian dalam studi 

Hubungan Internasional. Pengertian dari politik luar negeri yaitu pada dasarnya 

merupakan “action theory”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke 

negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar 

negeri (foreign policy) merupakan suatu pedoman nilai, sikap, arah serta sasaran 

untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional 

dalam dunia internasional. Jadi, politik luar negeri (foreign policy) berarti pedoman 

untuk melakukan tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara (Yanyan, 

2016). Tidak hanya melibatkan aspek-aspek eksternal, melainkan juga aspek-aspek 

internal suatu negara menjadikan politik luar negeri merupakan studi yang 

kompleks. 

Terdapat tiga poin penting dari PLN yaitu, pertama adalah sebuah 

kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang 

dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit 

politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional 

yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kedua, kebijakan yang 

bersifat reaktif/inisiatif terhadap negara lain. Dalam kerangka hubungan 

internasional, terdapat interaksi dan hubungan antar negara. Dalam interaksi antar 

negara, ada hubungan pengaruh dan respon satu dengan yang lain. Kebangkitan 

China menjadi landasan kuat untuk menunjukkan inisiatif yang konstruktif bagi 

kepentingan nasional. Ketiga, tujuannya yaitu untuk survive yang bersifat realis.  

Realisme telah menjadi salah satu pendekatan teoritis utama untuk studi 

hubungan internasional. Pendukung utama realisme klasik yaitu Hans J. 

Morgenthau. Menurut realisme, Negara adalah aktor yang rasional. Suatu Negara 

akan terus memperluas dan mencari kekuasaannya. Morgenthau mengatakan 

tentang tanggung jawab pemimpin, artinya melihat pentingnya peranan individu 

dalam politik luar negeri (Hara, 2011). 

Batas-batas yang tak terbatas atau (limitless boundaries) adalah perilaku 

PLN suatu negara, melalui tindakan-tindakan yang dilakukan, kata-kata yang 

digunakan untuk mempengaruhi negara lain dalam kebijakan luar negeri. Perilaku 

PLN bisa berupa konflik dan kerjasama, bisa perilaku yang tidak direncanakan oleh 
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pemerintah dan bisa juga tindakan yang tidak diambil oleh pemerintah. Setiap 

negara harus menolong dirinya sendiri atau self-help dengan memperkuat diri 

sehingga negara lain tidak berani menyerang. 

Faktor utama proses perumusan strategi kebijakan luar negeri suatu negara, 

yaitu: struktur sistem internasional, persepsi elit politik, strategi negara-negara lain, 

dan kapabilitas dalam negeri. Interaksi antara negara di bagi dalam empat strategi 

yang akan dijalankan oleh suatu negara, meliputi leadership strategy (negara kuat 

dan berpengaruh terhadap negara lemah), concordance strategy (negara lemah 

terhadap negara kuat), accomodative strategy (strategi mengalah), atau 

confrontative strategy (melawan secara terang-terangan). Kemudian strategi politik 

luar negeri ini yang menentukan tipe strategi yang akan dijalankan suatu negara. 

Selanjutnya, dapat dijelaskan dengan perkiraan pembuat kebijakan mengenai 

strategi negara lain dan perkiraan kemampuan mereka sendiri sebagai penentu gaya 

interaksi (Yani, 2006). Sesuai dengan keterangan (Gambar 1.1). 

 

Gambar 1.1 Empat Strategi Kebijakan Luar Negeri(Sumber: diolah dari Yani, Yanyan M. 

2006. PENGANTAR ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL. Bandung:  PT REMAJA 

ROSDAKARYA) 
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Jika kedua negara berhadapan, setiap negara mempertimbangkan pilihan 

strategi yang akan dijalankan. Suatu negara harus mengukur kemampuan mereka 

sendiri dengan cara dibandingkan dengan negara yang dihadapi. Kemampuan yang 

diukur dapat dilihat dari kemampuan diplomasi, ekonomi hingga militer. Sangat 

penting untuk mengukur kemampuan sendiri karena selanjutnya kita dapat 

memperkirakan strategi apa yang akan dilakukan oleh negara yang dihadapi.  

Keempat strategi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Confrontative 

strategy menjelaskan suatu negara A menghadapi negara B yang dianggap 

mengancam dan kedua negara sama kuatnya, sehingga disebut konfrontasi. 

Kemudian negara A tersebut memaksa negara B untuk mengakui kekuatan negara 

A sehingga memungkinkan terjadinya pertentangan secara terang-terangan. 

Leadership strategy menunjukkan posisi negara yang kuat membuat negara lain 

mendukung. Namun keadaan negara yang dihadapi belum diketahui lebih kuat atau 

lebih lemah sehingga terjadi keadaan memimpin. Dalam strategi ini, negara yang 

kuat menjadi pemimpin dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Concordance 

strategy mengacu pada keadaan yang harmonis dan didasarkan pada persetujuan 

bersama. Suatu negara yang lemah mendapatkan dukungan dari negara lain dalam 

menghadapi suatu persoalan. Strategi ini jarang terjadi karena harus 

mempertimbangkan keadaan historis dan politik. Accomodative strategy 

menggambarkan suatu negara yang lemah dihadapkan pada suatu negara kuat, 

dimana kedua negara saling bertentangan kemudian terjadi akomodasi. Negara 

yang lebih lemah melakukan penyesuaian atau cara damai dalam menghadapi 

negara yang lebih kuat sehingga dapat menghindari konflik. Hal ini dilakukan 

karena suatu negara yang tidak cukup kuat dari segi politik dan militernya. 

Kemungkinan yang terjadi terhadap kedua negara jika diukur dari penilaian 

terhadap kemampuan sendiri dan strategi negara yang dihadapi, penulis melihat 

confrontative strategy menjelaskan reaksi China terhadap kebijakan luar negeri 

Taiwan karena China secara terang-terangan mengancam kebijakan luar negeri New 

Southbound Policy yang dibentuk oleh Taiwan. China menilai kebijakan ini sebagai 

upaya bagi Taiwan untuk merdeka. China memaksa dan menegaskan Taiwan harus 

mematuhi dan menjalankan One China Policy yang telah disepakati bersama. 
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Sedangkan leadership strategy menjelaskan Belt and Road Initiative (BRI) 

adalah strategi ekonomi China yang melibatkan lebih dari 50 negara. BRI 

memungkinkan China untuk memimpin jalan bagi negara-negara tetangga karena 

China membentuk hubungan perdagangan baru dan membangun kekuatan untuk 

menarik minat masyarakat tetangga. Sehingga dengan adanya BRI, maka akan 

mengucilkan posisi Taiwan dalam komunitas internasional. Di lihat pula dari 

jumlah negara mitra NSP yang hanya melibatkan 18 negara. 

Seperti dasar paradigma realisme pada umumnya, state the only one actor 

and the most rational actor. State/negara selalu memaksimalkan langkahnya demi 

menjamin survive baik secara ekonomi, politik, bahkan militer. Serta tanggung 

jawab pemimpin dilihat sebagai peranan individu yang penting dalam politik luar 

negeri. 

Holsti (Dugis, 2008) digolongkan sebagai pengikut realisme klasik penerus 

Morgenthau, menjabarkan bahwa selain dipengaruhi oleh struktur sistem 

internasional, strategi umum PLN suatu negara juga dihubungkan dengan sifat dari 

keadaan domestik dan kebutuhan ekonomi. Menurut Holsti, ada empat komponen 

utama dalam PLN yaitu (1) orientasi-orientasi politik luar negeri, (2) peran-peran 

nasional, (3) tujuan-tujuan dan (4) tindakan-tindakan. 

Komponen pertama yaitu orientasi-orientasi PLN. Dalam beberapa orientasi 

dasar PLN salah satunya disebut isolasi di mana untuk menjaga kepentingannya, 

negara memilih membatasi hubungannya dengan negara lain contohnya negara 

China. Komponen kedua dari PLN yaitu peran-peran nasional dan konsepsi tentang 

negara. Konsepsi peran nasional ini adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh 

para pembuat keputusan tentang komitmen, aturan dan tindakan yang sesuai untuk 

negara. Komponen ketiga yaitu tujuan-tujuan PLN yang terdiri dari tujuan jangka 

pendek yang harus dicapai; jika tidak, negara terancam. Kemudian ada tujuan 

jangka menengah yaitu kepentingan ekonomi dan perdagangan. Selanjutnya ada 

tujuan jangka panjang yang disebut sebagai visi dan rencana universal, seperti 

mengkomuniskan dunia oleh rezim-rezim komunis atau tindakan sebagian negara 

Barat untuk membangun dunia yang demokratis. 
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Dalam analisis PLN Holsti, terdapat hubungan yang logis dimulai dari 

orientasi yang menentukan peran-peran nasional suatu negara, kemudian juga 

mempengaruhi pilihan tujuan-tujuan PLN yang akhirnya akan mempengaruhi 

tindakan-tindakan PLN yang akan diambil oleh suatu negara. 

Berangkat dari konsep politik luar negeri dalam perspektif realisme yang 

telah dipaparkan di atas, menjelaskan keterkaitan teori tersebut dengan reaksi China 

terhadap pembentukan kebijakan luar negeri baru Taiwan. China merasa terganggu 

dengan terbentuknya New Southbound Policy. Dalam bidang politik, kepentingan 

good influence China akan terganggu dengan kehadiran New Southbound Policy. 

Taiwan sadar apabila negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu lebih dekat 

dengan AS dibandingkan China. Dalam bidang keamanan, China memperkuat 

militer di laut sehingga membuat Taiwan mendapat keuntungan jika kawasan Asia 

Tenggara berpikir bahwa China memperkuat militernya untuk mendominasi. 

Apabila militer China sudah kuat maka bisa membalikkan partai Koumintang atau 

KMT yang dinilai membangkang terhadap wilayah China. 

China selalu memandang persoalan Taiwan dalam kerangka masalah 

domestik, yaitu penyatuan kembali salah satu provinsinya yang melepaskan diri 

pada tahun 1949. Perkembangan politik dalam negeri Taiwan cenderung ke arah 

pluralisme. Di bidang ekonomi, Taiwan juga berhasil menjalin lebih banyak 

hubungan dengan negara-negara Eropa Timur, Asia, serta Afrika, baik dengan 

pengakuan formal ataupun tidak. Kapabilitas China untuk mengisolasi Taiwan 

dalam sistem internasional semakin melemah. Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi 

China yang sangat pesat  juga harus diimbangi dengan pertumbuhan kekuatan 

militernya sebagai antisipasi dari ancaman, baik ancaman yang datang dari luar 

(Academiaedu, 2015). 

Presiden Xi Jinping bertekad menggagalkan segala upaya Taiwan untuk 

memerdekakan diri dari China dan menegaskan pentingnya menjunjung tinggi 

prinsip “Satu China”. Isi pidato pembukaan kongres lima tahunan Partai Komunis 

China yaitu : 
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“Kami tidak akan mengizinkan siapa pun, organisasi atau partai politik 

 mana  pun, memisahkan wilayah dari China. Kami bertekad dan percaya 

bisa mengalahkan upaya separatis apa pun yang ingin memerdekakan 

Taiwan.” (CNN Indonesia, 2017). 

 

Perilaku negara China terhadap Taiwan yaitu menilai Taiwan sebagai salah 

satu isu sensitif di China. China semakin mewaspadai Taiwan sejak Tsai Ing-wen 

terpilih sebagai Presiden Taiwan pada 2016. Tsai Ing-wen dari Partai Demokratik 

Berkelanjutan yang mendukung kemerdekaan Taiwan sepenuhnya dari China. 

Presiden China, Xi Jinping, meng/ingatkan agar Taiwan sebaiknya tidak berupaya 

memisahkan diri. Sebab, hukuman berat akan dikenakan terhadap segala bentuk 

upaya memisahkan diri.  

 

1.6  Argumen Utama 

Berangkat dari paparan konsep politik luar negeri menjelaskan perspektif 

dari kerangka teori mengenai reaksi China. Taiwan membuat China bereaksi yang 

ditujukan untuk mengurangi ambisi Taiwan dalam memerdekakan diri. China 

menegaskan jika kebijakan One China Policy atau Kebijakan Satu China tetap 

berlaku dan merupakan keputusan yang harus dijalankan bagi setiap wilayah di 

bawah kedaulatan China. Namun penerapan One China Policy oleh Taiwan 

terkesan kaku, tepatnya pada tahun 2016 Taiwan membentuk New Southbound 

Policy untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Taiwan terhadap China. Dalam 

implementasi New Southbound Policy, memancing reaksi China untuk 

membendung secara ekonomi, politik dan militer agar New Southbound Policy 

tidak menjadi “alat” untuk merdeka dari China.  

 

1.7 Metode Penelitan 

Kata ‘metode’ dan ‘metodologi’ memiliki pengertian yang berbeda. 

Metodologi merujuk pada alur pemikiran umum atau menyeluruh dan gagasan 

teoritis suatu penelitian, sedangkan metode merujuk pada teknik yang digunakan 

dalam penelitian seperti wawancara, observasi, dan survey. Metode penelitian 

secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 
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bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis 

data, sehingga akan diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala 

atau isu tertentu (Conny, 2010). Oleh karena itu, metodologi penelitian yang akan 

digunakan terbagi menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

 

1.7.1  Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan yang berasal 

dari berbagai literatur dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan 

merupakan data yang tidak didapatkan dengan cara terjun langsung ke lapangan 

untuk melakukan penelitian. Data sekunder yang akan digunakan penulis dalam 

penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu diantaranya: 

a. Perpustakaan Pusat Universitas Jember 

b. Ruang baca FISIP Universitas Jember 

c. Jurnal dan artikel ilmiah 

d. Media internet 

e. Buku 

 

1.7.2  Teknik Analisis Data 

 Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan teknik analisis data 

deskriptif kualitatif yang mana menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam 

suatu peristiwa. Objek penelitian yang di peroleh, akan mendasari sebuah penelitian 

pada hipotesa-hipotesa yang telah disusun dalam penelitian. Dimana nantinya 

diakhiri dengan suatu kesimpulan yang umum.  

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Penulisan dalam karya ilmiah ini akan dibagi menjadi lima bab, sebagai 

berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini akan berisi mengenai latar belakang munculnya permasalahan, 

ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka 

konseptual, argumen utama, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II Dinamika Hubungan Negara China-Taiwan  

 Bab ini akan membahas mengenai sejarah hubungan luar negeri China 

terhadap Taiwan di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. 

 

BAB III Kebijakan Luar Negeri Taiwan: New Southbound Policy (NSP) 

 Bab ini akan membahas mengenai terbentuknya New Southbound Policy 

serta perkembangan strategi Taiwan dalam menghadapi negara China. 

 

BAB IV Reaksi China terhadap Kebijakan Luar Negeri Taiwan : New 

Souyhbound Policy 2016  

 Bab ini akan membahas mengenai reaksi atau strategi China terhadap 

kebijakan luar negeri Taiwan yaitu New Southbound Policy yang dibentuk oleh 

kepemimpinan Presiden Tsai Ing-wen. 

 

BAB V KESIMPULAN 

 Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian 

dari bab-bab sebelumnya. 
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BAB 2 

DINAMIKA HUBUNGAN NEGARA CHINA-TAIWAN 

 

 

2.1       Dinamika Hubungan Negara China-Taiwan tahun 1911-1949  

Sebelum lebih jauh membahas mengenai reaksi China terhadap kebijakan 

luar negeri Taiwan, pada bab 2 ini penulis akan menguraikan dinamika hubungan 

Negara China-Taiwan dimulai dari tahun 1911-1949 yang menandai berpisahnya 

China-Taiwan secara diplomatik dan dikenal dengan istilah Hubungan Lintas Selat 

yang telah berlangsung hingga saat ini. Kemunculan Partai Komunis China yang 

berkuasa sampai sekarang membuat Taiwan yang diakui sebagai bagian dari China, 

mengalami hambatan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. 

 

2.1.1  Berdirinya Republik China tahun 1911 

Dinasti Qing didirikan oleh bangsa Manchu yang berkuasa dari tahun 1644 

sampai dengan tahun 1911. Akibat dari kegagalan dinasti Qing, kaum revolusioner 

berusaha untuk menggulingkannya. Kehancuran dinasti Qing disebabkan oleh 

penderitaan yang dialami oleh rakyat China seperti gagal panen, kekalahan 

pemerintah dalam perang dengan pihak asing serta bencana alam. Pemerintahan 

baru berbentuk republik segera diproklamasikan, ditandai dengan provinsi-provinsi 

di selatan melepaskan diri dari pemerintah pusat tahun 1911. Kemudian Sun Yat-

sen dari kaum revolusioner menggalang bantuan dari pihak asing dan berhasil. 

Mengawali pembentukan Partai Nasionalis atau Kuomintang (KMT) oleh kaum 

revolusioner pada tahun 1912. Setelah 268 tahun kekaisaran Qing berkuasa di 

China, dinyatakan berakhir sesuai dengan dekrit yang tertulis. Kejadian ini disebut 

sebagai Revolusi Xinhai.  

Untuk membentuk suatu pemerintahan republik, harus ada presiden dan 

ibukotanya. Tokoh revolusioner Sun Yat-sen kemudian dilantik sebagai presiden 

pertama dengan wakil presiden, Li Yuanhong. Secara resmi Republik China 

diproklamasikan. Tahun 1912 ditetapkan sebagai Tahun Republik pertama. Sun 

Yat-sen mengemukakan ide mengenai “Tiga Prinsip Rakyat” yaitu: pertama, 
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prinsip kebangsaan. Bangsa Tionghoa (suku Han) menjadi suku bangsa mayoritas 

di China dan dianggap sebagai “ras unggul”. Sun Yat-sen memandang penduduk 

China adalah bangsa yang satu, yaitu bangsa Tionghoa. Konsep kebangsaan yang 

satu ini menjadi kesatuan identitas nasional China dalam menghadapi imperialisme 

asing. Kedua, prinsip demokrasi. Melalui kebijakan-kebijakan yang pro terhadap 

rakyat, demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah harus dilakukan secara merata. 

Kekuasaan negara tidak dipusatkan pada satu tangan sebagai penguasa mutlak, 

untuk itu dibentuk pembagian kekuasaan yang imbang dan adil. Ketiga, prinsip 

kesejahteraan. Sun Yat-sen mendapat inspirasi dari Abraham Lincolin ketika 

membentuk prinsip ini. Abraham Lincolin menyatakan bahwa pemerintahan adalah 

dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintah republik harus berupaya untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dari penjelasan di atas, Tiga Prinsip Rakyat 

menjadi falsafah negara yang dipertahankan sebagai ideologi oleh Republik China. 

Beijing ditetapkan sebagai ibukota Republik China. Pada tahun 1917, Sun Yat-sen 

di angkat sebagai pemimpin pemerintahan militer di selatan. 

 

2.1.2  Kebangkitan Komunis (1927-1936) 

Di awal abad ke-20, komunisme menawarkan kesetaraan kelas serta 

pemeretaan hak milik menjadi paham yang sangat menarik. Karl Marx memandang 

bahwa ketidakseimbangan upah buruh dan petani dengan tingkat kesejahteraan 

yang didapat. Sedangkan, pemilik modal mendapatkan keuntungan yang besar dari 

upaya yang dilakukan oleh buruh dan petani. Negara harus memainkan perannya 

sebagai kendali atas aspek kehidupan masyarakat. Namun menimbulkan kebebasan 

dan hak asasi manusia yang terbatas juga atheisme sebagai salah satu syarat bagi 

anggota yang ingin bergabung. 

China adalah negara yang berbatasan langsung dengan Rusia, 

mengakibatkan penyebaran ideologi komunis masuk dengan mudah. Pada tanggal 

4 Mei tahun 1919, terjadi aksi massa besar-besaran melawan Jepang. Uni Soviet 

mendukung dan memberikan dukungan dana dan senjata. Gerakan 4 Mei menjadi 

salah satu peristiwa penting dalam pembentukan Partai Komunis China. Tokoh di 

balik komunis China yaitu Chen Duxiu, Li Dazhao, serta Lin Baoqu. Kemudian 
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mereka mendirikan Partai Komunis China pada tahun 1921. Dalam Kongres 

Komunis ke-3 dinyatakan bahwa anggota Partai Komunis diperbolehkan bergabung 

dengan KMT pada tahun 1923. Keputusan ini dikeluarkan akibat dari Sun Yat-sen 

membentuk aliansi dengan Uni Soviet. Masuknya anggota Partai Komunis dalam 

KMT, disebut sebagai  Front Persatuan Nasionalis-Komunis. Pada tahun 1924, 

KMT dan Partai Komunis sepakat untuk mendirikan Akademi Militer Huangpu 

sebagai upaya untuk meningkatkan kekuatan militer China. Akibat tindakan Sun 

Yat-sen ini, Partai Komunis menilai Sun Yat-sen memihak terhadap Partai 

Komunis dan mendalami paham sosialisme. 

Sun Yat-sen wafat pada tahun 1925 dan menjadi satu-satunya tokoh yang 

dihormati oleh pemerintah KMT maupun pemerintah komunis. Jasa besar Sun 

selama berkuasa, yaitu memperjuangkan demokrasi serta membentuk pemerintahan 

republik yang dikenal sebagai Bapak Negara. Setelah Sun Yat-sen wafat, kelompok 

komunis semakin gencar menyebarkan paham anti-barat dan anti-imperialisme. 

Wilayah kekuasaan di China dikerucutkan menjadi 2 tokoh yaitu, pemerintahan 

Chiang Kai- shek di Nanking serta pemerintahan Mao Zedong di Shaanxi.  

Chiang Kai-shek menggantikan posisi Sun Yat-sen sebagai pemimpin 

KMT. Berbeda dengan Sun, Chiang Kai-shek memandang bahwa pemerintahan 

model Uni Soviet tidak cocok untuk diterapkan di China. Pada tahun 1927, aksi 

anti-komunis dan anti-Soviet terus meningkat di Beijing. Salah satu pendiri Partai 

Komunis, Li Dazhao dieksekusi mati karena dianggap berupaya untuk 

menggulingkan pemerintah. Kemudian di bawah arahan Chiang, aksi pembersihan 

terhadap orang komunis dimulai. Ada beberapa daftar nama yang terlibat, salah 

satunya yaitu Mao Zedong. Tujuan dari pembersihan ini yaitu untuk 

mempersatukan China dengan menghilangkan pihak-pihak yang menentang 

persatuan. 

Pada tahun 1928, dalam Kongres Besar ke-5 ditetapkanlah kebijakan 

“Pemerintahan Terpimpin” dengan KMT sebagai inti pemerintahan. Tentara Merah 

(sebutan militer Partai Komunis) kemudian diperintahkan oleh Mao Zedong untuk 

mundur. Keadaan berbalik pada tahun 1930, terjadi perlawanan yang menentang 

pemerintahan Chiang Kai-shek. Namun terhenti karena adanya invasi Jepang.  
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2.1.3 Invasi Jepang (1936-1945) 

Sebelumnya, pada tahun 1895 Jepang menduduki Taiwan karena sumber 

daya alam sekaligus pasar bagi barang industri Jepang. China menyerahkan Taiwan 

melalui Perjanjian Shimonoseki akibat kekalahan perang China antar kedua negara 

selama tahun 1894-1895. Hubungan China dan Jepang kemudian mengalami 

pasang surut seiring berjalannya waktu. Dengan kemajuan kekuatan militer 

menjadikan Jepang semakin kuat. Slogan orang Jepang yaitu “Asia untuk orang 

Asia”. Pengaruh Jepang salah satunya di wilayah timur laut China yaitu, 

Manchuria. Setelah tahun 1931, secara defacto, Manchuria dibawah yuridiksi 

China. 

Tepatnya pada tahun 1932, Jepang melakukan serangan ke kota Shanghai. 

Pada saat itu Chiang dipercaya sebagai Ketua Komite Militer KMT menegaskan 

untuk melakukan konsolidasi internal sebelum melawan invasi asing. Maksudnya 

yaitu, Chiang berfokus untuk menghadapi orang komunis terlebih dahulu lalu 

melawan Jepang. Kurangnya perlawanan dari China, mengakibatkan kota Beijing 

dan Nanking jatuh di tangan Jepang pada tahun 1938. Jepang juga menyerang 

wilayah Amerika Serikat dengan menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Pearl 

Harbor tahun 1941. Setelah pertemuan dengan perwakilan negara Inggris di Kairo, 

Chiang menandatangani Perjanjian Kairo pada tahun 1943. Isi perjanjiannya yaitu: 

Manchuria dan Taiwan akan dikembalikan kepada China setelah perang berakhir. 

Pada tahun 1945, dengan kekuatan militer Amerika Serikat kemudian menjatuhkan 

dua buah bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang mengalami kekalahan dan 

juga sebagai tanda berakhirnya Perang Dunia II. Di tahun yang sama, Amerika 

Serikat, Inggris dan China mendeklarasikan “Deklarasi Potsdam”. Isi deklarasinya, 

yaitu menuntut Jepang untuk menyerah kepada sekutu dan mengembalikan 

pemerintahan kepada yang berhak. 
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2.1.4  Perang Sipil: Lahirnya RRC (1945-1949) 

Lihat (Gambar 2.1) 

 

Gambar 2.1 Peta Wilayah Geografis Taiwan (Sumber:diolah dari “Taiwan Larger Picture 

Maps”,diakseshttps://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/lgcolor/twcolor.ht

m, pada tanggal 25 Oktober 2018) 

Perlawanan Partai Komunis terus meningkat dengan melakukan 

pembersihan bagi yang menentang Mao Zedong. Pada tahun 1942, Mao melakukan 

“Kampanye Pelurusan” yang menjadikan Mao sebagai pemimpin Partai Komunis. 

Pertahanan pemerintahan KMT selama ini didukung oleh Amerika Serikat 

sedangkan Uni Soviet sebagai pendikung Partai Komunis sehingga mengakibatkan 

perang yang sama kuatnya antara kedua belah kubu. Meskipun pemerintah 

Nasionalis dan Partai Komunis China telah menandatangani Kesepakatan Sepuluh 

Ganda pada tahun 1945 namun tidak berhasil menciptakan perdamaian.  
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Perang Sipil pun terjadi pada tahun 1946. Permulaan kebangkitan Tentara 

Pembebasan Rakyat atau People’s Liberation Army (PLA) yang dibantu oleh Uni 

Soviet. Memasuki tahun 1947, keadaan Chiang mulai mengalami kesulitan akibat 

dari PLA merebut Manchuria utara. Namun pada tahun 1948, Chiang dilantik 

sebagai presiden pertama Republik China pasca perang dengan fokus kebijakan 

militernya yaitu menghancurkan Partai Komunis. Karena kegagalan Chiang yang 

terus berlanjut melawan perlawanan komunis, membuat Chiang mengajukan 

pengunduran dirinya sebagai presiden dan digantikan oleh Li Zongren. 

Puncak dari perang sipil yang terjadi ditandai dengan kaburnya Chiang Kai-

shek ke pulau Taiwan pada tahun 1949. Tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1949, 

Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat China (RRC) dan 

diperingati sebagai Hari Nasional. Secara de facto2, kekuasaan KMT masih 

dipimpin oleh Chiang Kai-shek meskipun telah mengundurkan diri. Sebelum 

Mao Zedong menguasai seluruh China, Chiang berencana untuk kabur ke pulau 

Taiwan. Pulau Taiwan memiliki luas 36 ribu kilometer persegi yang terletak 

180 kilometer lepas pantai provinsi Fujian di China Tenggara. Taiwan disebut 

juga sebagai pulau Formosa artinya “pulau yang cantik”. Hingga saat ini 

Taiwan menjadi wilayah Republik China terakhir yang belum jatuh ketangan 

kepulauan China. 

Pada tahun 1950, Chiang Kai-shek menjadi presiden Republik China 

hingga wafatnya tahun 1975. Dan kekuasaannya diteruskan oleh putranya, 

Chiang Ching-kuo sampai tahun 1988. Hingga saat ini, perselisihan antara 

China dan Taiwan belum menemukan titik terang. Perang Sipil yang 

memisahkan kedua wilayah ini berlanjut dan disebut sebagai Hubungan Antar 

Kedua Sisi Selat (Wicaksono, 2015). 

 

 

                                                           
2 De facto adalah pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara merdeka. Negara 

terdiri dari wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. 
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2.2      Dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan tahun 1949-1971 

Tabel 2.1 Timeline Peristiwa Taiwan Pasca Berpisah dengan Kepulauan China 

No. Tahun  Peristiwa  

1. 1949 

 

Pemerintah ROC pindah ke Taiwan, diikuti 1,2 juta 

jiwa dari China. 

2. 1952 

 

Perjanjian Damai ditandatangani antara ROC dan 

Jepang. 

3. 1954 Taiwan-Amerika Serikat menandatangani Sino‐

American Mutual Defence Treaty di Washington. 

4 1958 

 

China membombardir pulau-pulau lepas pantai yang 

dipegang oleh pasukan Nasionalis, hampir memicu 

perang antara China dan Amerika Serikat. 

5. 1971 

 

Taiwan kehilangan kursi PBB yang diadakan sejak 

1946 sebagai Republik China, ke Republik Rakyat 

China. 

6. 1979 

 

Amerika Serikat memberlakukan Taiwan Relations 

Act (TRA) 

7. 1987 

 

Darurat militer, yang berlaku sejak 1949, berakhir dan 

larangan pembentukan partai politik baru dan publikasi 

berita dicabut. 

(Sumber: diolah dari Ministry of Foreign Affairs Taiwan. 2018. History Timeline. Diakses 

melalui https://www.taiwan.gov.tw/content_3.php. Pada 25 Oktober 2018) 
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Setelah perang sipil tahun 1949, China dan Taiwan berpisah secara 

diplomatik. Berbagai pihak yang sebelumnya terlibat dalam perang, misalnya 

Amerika Serikat menyatakan tidak ingin terlibat lebih jauh dalam konflik ini. Sikap 

netralitas Amerika Serikat dinyatakan oleh Presiden Truman yang memimpin pada 

masa itu. Sikap agresif China untuk menarik kembali Taiwan menjadi satu kesatuan 

menimbulkan Krisis Pertama atau disebut dengan rencana Pembebasan Taiwan.  

Melihat hal ini Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower 

mengajukan kebijakan untuk melindungi Taiwan dari serangan China. Kebijakan 

tersebut disebut sebagai “Resolusi Fomosa” dan telah disahkan oleh Senat Amerika 

Serikat pada tahun 1955. Sebelumnya pada tahun 1954, Taiwan-Amerika Serikat 

telah menandatangani Sino‐American Mutual Defence Treaty di Washington.  

Krisis Kedua terjadi pada tahun 1958, Amerika Serikat mengirim bantuan 

kepada Taiwan, dengan melengkapi pesawat F-86 milik Taiwan dengan rudal 

sidewinder yang dapat menghancurkan pesawat musuh secara langsung. Sejumlah 

pesawat MiG milik China berhasil dijatuhkan. Selain itu Amerika Serikat juga 

mengirim perlengkapan artileri berat ke wilayah Kinmen untuk menangkal 

tembakan dari China. Pada saat yang sama, Amerika Serikat sedang merencanakan 

serangan bom atom terhadap China. 

Dengan bantuan dari Amerika Serikat, tidak hanya dalam bidang militer, 

namun juga dalam bidang ekonomi yang membuat pertumbuhan ekonomi Taiwan 

meningkat. Bantuan Amerika sekitar 30% investasi domestik di Taiwan dan 

memacu pertumbuhan ekonomi Taiwan sebanyak 9,6% per tahun selama tahun 

1952-1961. Landasan perekonomi Taiwan yang berawal dari pertanian kini beralih 

pada industri yang menjadikan Taiwan sebagai salah satu dari empat “Macan 

Ekonomi Asia” di antaranya yaitu Singapura, Korea Selatan dan Hongkong. Selain 

industri berat, Taiwan juga mengembangkan teknologi elektronik dan digital 

hingga saat ini menjadi salah satu produsen alat-alat elektronik yang menjamin. 

Pada tahun 1980-an, ekonomi Taiwan menjadi lebih terbuka dan meningkatkan 

peluang perdagangan pasar yang semakin luas (Wicaksono, 2015).   
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China memberikan respon terkait penjualan senjata Amerika Serikat ke 

Taiwan. Tetapi, apabila China memaksa reunifikasi dengan Taiwan akan 

memancing reaksi dari pihak Amerika Serikat. China semakin di uji dalam 

menjalankan dan melaksanakan pemerintahannya, jika China gagal 

mempertahankan Taiwan, maka akan memicu pemberontakan serupa di Tibet pada 

tahun 1950, Xinjiang pada tahun 1997 dan beberapa kawasan lainnya. Kondisi ini 

tidak akan merubah status quo, selama tidak ada kepentingan dua kekuatan besar 

(AS dan China) yang tereliminir: tidak ada deklarasi kemerdekaan oleh Taiwan 

(bagi China) dan tidak ada penggunaan serangan militer kepada Taiwan (bagi AS).  

 

2.3 Era One China Policy tahun 1971-1985 

2.3.1 Terbentuknya One China Policy 

Lihat (Gambar 2.2) 

 

Gambar 2.2 Peta Wilayah Geografis China (Sumber: diolah dari “China Larger Picture 

Maps”,diaksesdarihttps://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/lgcolor/cncolor.h

tml, pada tanggal 25 Oktober 2018) 
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Kedudukan China dalam politik internasional semakin cemerlang. Terbukti 

dengan PBB mengesahkan Resolusi Dewan Keamanan nomor 2758 yang 

membatalkan Taiwan atas kursi keanggotaan tetap di Dewan Keamanan PBB dan 

digantikan pada pemerintah China pada tahun 1971. 

Diplomasi antar kedua belah pihak pada tahun 1986 terjadi saat pemerintah 

Taiwan mulai mengizinkan warganya untuk mengunjungi kepulauan China serta 

adanya hubungan perdagangan langsung dan investasi dengan China. Di lain sisi 

dalam batas wilayah kepulauan China, China dengan Hongkong dan Macau 

menerapkan kebijakan “Satu Negara Dua Sistem” dan berniat untuk 

menawarkannya kepada Taiwan untuk membatasi upaya Taiwan dalam 

memerdekakan diri. 

Politik luar negeri China yang mengutamakan politik domestik berdampak 

pada Taiwan yang selama ini dinilai sebagai suatu bagian dari China yang 

membangkang. Sikap Taiwan menentukan keberlanjutan kebijakan luar negeri 

China terhadap Taiwan. Taiwan diketahui memenuhi syarat sebagai negara, yaitu 

memiliki pemerintahan, rakyat, dan wilayah (Sujatmiko, 2012). Pentingnya 

pengakuan dari negara lain dalam mengakui kedaulatan suatu negara yang masih 

belum sepenuhnya dipenuhi oleh Taiwan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

sebagai suatu organisasi internasional yang menaungi seluruh negara pun tidak 

mengakui Taiwan sebagai anggota tetap. Taiwan belum diakui sebagai negara yang 

berdaulat oleh sebagian negara lain di dunia menjadi kendala bagi Taiwan untuk 

menjalin hubungan diplomatik dan formal dengan negara lain. Taiwan menilai sulit 

untuk meningkatkan potensi dalam negerinya ke dalam dunia internasional 

merupakan dampak dari One China Policy atau Kebijakan Satu China yaitu, suatu 

kebijakan yang hanya mengakui adanya satu Negara China di dunia (Maulana, 

2016).  

One China Policy atau kebijakan satu China adalah pedoman utama bagi 

China bahwa Taiwan masih berada di bawah wilayah China dan negara lain harus 

menghormati dan mengakui kebijakan tersebut apabila tetap menjalin kerjasama 

dengan China. Sejak tahun 1989, isu soal Taiwan menjadi hal sensitif bagi China. 

Menurut China, kebijakan One China Policy antara Taiwan dan China daratan 
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merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan "Satu China". Meskipun 

berseteru, namun China-Taiwan masih berhubungan dengan baik. Tujuan utama 

dari China melalu One China Policy yaitu menyatukan kedaulatan bagian-bagian 

China yang terpisah. Tetapi seiring dengan pergantian kepemimpinan, maka terus 

mengalami perubahan dalam menjalankan kebijakan (BBC, 2017). 

Di lain sisi, Taiwan memandang hubungan China-Taiwan merupakan 

hubungan antar negara bukan hubungan antara pemerintahan pusat dengan 

provinsinya. Dalam forum internasional yang dideklarasikan China, menyatakan 

bahwa pihak Taiwan harus tunduk pada kebijakan One China Policy karena Taiwan 

telah terikat pada konsensus tahun 1992 yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak perwakilan yang dilaksanakan di Hongkong. Kebijakan One China Policy 

yang dikemukakan dari sudut pandang China yaitu artinya Taiwan merupakan 

bagian dari China dan tidak dapat lepas dari China. Reunifikasi damai “Satu Negara 

Dua Sistem” sebagai opsi untuk berdamai tidak dapat diwujudkan, maka ada opsi 

militer yang kemungkinan digunakan sebagai opsi terakhir untuk penyatuan 

kembali dua wilayah ini. China menjadi sorotan setelah berakhirnya Perang Dingin 

karena peningkatan perekonomian serta militer China semakin pesat.  

Meningkatnya kapabilitas China secara tidak langsung berpengaruh 

terhadap Amerika Serikat. Upaya China ini dinilai untuk mengimbangi kekuatan 

Amerika Serikat (Ross, 2004). Transisi kekuatan di abad 21, ditandai dengan 

meningkatnya kapabilitas China. Sebelumnya Amerika Serikat sebagai kekuatan 

tunggal dalam komunitas global. Amerika Serikat dan China tidak dapat 

terhindarkan terlibat dalam proses transisi kekuatan akibat dari perkembangan yang 

semakin meluas pada dunia internasional (Lai, 2011). Dalam memahami hubungan 

antara Amerika Serikat-China, permasalahan reunifikasi Taiwan menjadi salah satu 

kekuatan pendorong (driving force).  
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2.3.2 Hubungan Negara Amerika Serikat-Taiwan  

Selama perjanjian komunike gabungan atau Joint Communique3 antara 

Amerika Serikat-China mulai pada tahun 1972, 1978, dan 1982 menekankan bahwa 

Amerika Serikat mengakui hanya ada Satu China dan Amerika Serikat tidak 

mendukung kemerdekaan Taiwan. Namun dalam prakteknya, Amerika Serikat 

semakin dekat dengan Taiwan ditandai dengan pembentukan TRA pada tahun 1979 

memberikan dasar hukum bagi hubungan tidak resmi antara Amerika Serikat dan 

Taiwan, dan mengabadikan komitmen AS untuk membantu Taiwan dalam 

mengembangkan kemampuan pertahanannya. 

Keterlibatan negara AS memicu ketegangan antara China-Taiwan, tahun 

1979 terbentuk Taiwan Relations Act (TRA) isinya yaitu jaminan bagi hubungan 

perdagangan, pertukaran antar masyarakat, serta kelanjutan transfer senjata dan 

teknologi dari AS kepada Taiwan. Dengan adanya TRA, AS terus menjalin 

hubungan non‐formal dengan Taiwan, seperti hubungan perdagangan, kebudayaan 

dan hubungan non‐formal lainnya. Kapabilitas militer Amerika Serikat berada di 

atas militer China (Prasetya, 2005). China pun semakin agresif dalam menekan 

Taiwan. Perhatian politik luar negeri Taiwan menjadi fokus politik luar negeri 

China juga. 

Melalui Taiwan Relations Act (TRA), AS menerapkan strategi deterens 

(pencegahan) untuk melawan perilaku sepihak People’s Liberation Army (PLA atau 

angkatan bersenjata China) terhadap Taiwan. Ambisi China untuk merangkul 

kembali Taiwan terhambat oleh keterlibatan AS. AS menerapkan TRA untuk 

menangkal perilaku agresif China dalam upaya reunifikasi China dengan Taiwan. 

Sejak tahun 1954, Sino‐American Mutual Defense Treaty dijalin antara AS dengan 

Taiwan. Kepentingan AS terbatas pada kepentingan reputasional. AS berupaya 

untuk mencegah China menyerang Taiwan dalam menjaga kredibilitasnya untuk 

keamanan regional.  

                                                           
3Joint Communique adalah sebuah perundingan yang dilangsungkan oleh kesepakatan antar 

negara. Dalam penelitian ini, perjanjian antara Amerika Serikat dan China disebut dengan 

Shanghai Communiqué. 
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Perjanjian Taiwan Relations Act (TRA) dibentuk pada 10 April 1979. 

Melalui TRA, AS dapat menjalin hubungan perdagangan, kebudayaan dan berbagai 

hubungan non-formal. Dalam TRA, AS menjalankan beberapa kebijakan, yaitu: (1) 

Memelihara dan mengembangkan hubungan kultural, perdagangan dan lain 

sebagainya secara terjangkau dan bersahabat di antara AS dan rakyat Taiwan, (2) 

Mendeklarasikan perdamaian dan stabilitas di wilayah kepentingan politik, 

keamanan dan ekonomi AS dan di wilayah yang menjadi perhatian internasional, 

(3) Memperjelas masa depan Taiwan akan ditentukan oleh cara‐cara damai; 

mengangap bahwa usaha‐usaha yang menentukan masa depan Taiwan, selain cara‐

cara damai, termasuk boikot atau embargo, merupakan ancaman keamanan dan 

perdamaian bagi negara‐negara Pasifik Barat dan menjadi perhatian penting bagi 

AS, (4) Menyediakan persenjataan defensive untuk Taiwan, (5) Meyakinkan hak 

untuk melawan segala macam bentuk serangan yang akan mengancam keamanan 

atau sistem ekonomi dan sosial rakyat Taiwan. AS berhak menjual persenjataan 

kepada Taiwan dengan tujuan sebagai pertahanan diri, sesuai kebutuhan 

(Dumbaugh, 1998). 

Isi "Six Assurances4" (1982) Presiden Reagan ke Taiwan: pertama, belum 

menyetujui untuk menetapkan tanggal untuk mengakhiri penjualan senjata ke 

Taiwan; kedua, belum setuju untuk mengadakan konsultasi dengan RRC mengenai 

penjualan senjata ke Taiwan; ketiga, tidak akan memainkan peran mediasi apa pun 

antara Taipei dan Beijing; keempat, belum setuju untuk merevisi UU TRA; kelima, 

belum mengubah posisinya mengenai kedaulatan atas Taiwan; keenam, tidak akan 

memberikan tekanan pada Taiwan untuk bernegosiasi dengan RRC (crsreport, 

2001). 

Pandangan Taiwan mengenai Arti "Satu China" pada tahun 1992. Kedua 

sisi Selat Taiwan setuju bahwa hanya ada satu China. Namun, kedua sisi Selat 

memiliki pendapat berbeda tentang makna "satu China". Untuk China, "satu China" 

berarti "Republik Rakyat China (RRC)," dengan Taiwan untuk menjadi "Wilayah 

Pemerintahan Khusus" setelah penyatuan. Sedangkan di lain sisi, Taiwan 

                                                           
4 Six Assurances adalah sebuah perjanjian yang berisi enam jaminan Amerika Serikat 

terhadap Taiwan. 
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menganggap "satu China" berarti Republik China (ROC), yang didirikan pada 1911 

dan dengan kedaulatan de jure5 atas seluruh China. Namun, ROC saat ini hanya 

memiliki yurisdiksi atas Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Matsu. Taiwan adalah 

bagian dari China, dan kepulauan China adalah bagian dari China juga. 

Pada tahun 1992, hubungan Amerika Serikat-China mengalami masalah. 

Dalam masa pemerintahan Presiden George H. W. Bush, Amerika Serikat menjual 

150 buah pesawat F-16 kepada Taiwan dan merupakan nilai penjualan senjata ke 

Taiwan dengan posisi terbesar (Lai, 2010). Terjadi ketegangan di selat Taiwan pada 

tahun 1996. Ketegangan tersebut dipicu oleh latihan militer disertai uji coba rudal 

yang ditekankan oleh China sebagai tanda provokasi dalam pemilu presiden 

pertama di Taiwan. 

Penjualan senjata ke Taiwan dilanjutkan oleh pemerintahan Obama dengan 

melakukan transfer persenjataan sebesar 6,4 milyar dollar AS. Penjualan tersebut 

terdiri dari 114 misil Patriot sebesar 2,81 milyar dollar, 60 helikopter Black Hawk 

senilai 3,1 milyar dollar dan selebihnya peralatan komunikasi untuk pesawat F-16 

yang dipesan oleh Taiwan sebesar 340 juta dollar (BBC, 2010).  

Ketegangan antara Taiwan-China sempat mereda setelah Ma Ying-jeou dari 

partai Kuomintang yang bersikap pro-China terpilih sebagai presiden Taiwan pada 

tahun 2008. Namun dalam pemilu berikutnya pada tahun 2016, yang dimenangkan 

oleh Tsai Ing-wen dari partai DPP menolak secara terbuka dan secara eksplisit 

untuk mengakui Partai Komunis dan Konsensus KMT mengenai prinsip "Satu 

China" (SCMP, 2016). 

Amerika Serikat dan Taiwan menjalankan hubungan tidak resmi yang kuat. 

Dalam Joint Communique, Amerika Serikat mengakui Pemerintah Republik 

Rakyat China sebagai satu-satunya pemerintah resmi China, serta mengakui bahwa 

hanya ada satu China dan Taiwan merupakan bagian dari China. Amerika Serikat 

akan mempertahankan hubungan budaya dan perdagangan tidak resmi, serta 

lainnya dengan rakyat Taiwan. The American Institute in Taiwan (AIT) 

                                                           
5 De jure adalah bentuk pengakuan yang dinyatakan 

secara resmi oleh Negara lain dengan berdasarkan pada kaidah kaidah yang diatur 

dalam hukum internasional. 
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bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan AS terhadap Taiwan. Hubungan 

People-to-People antara Amerika Serikat dan Taiwan terus meningkat. Perjalanan 

untuk bisnis dan hiburan dari Taiwan ke Amerika Serikat telah meningkat 50 persen 

sejak Taiwan menjadi anggota Program Pelepasan Visa AS pada tahun 2012. 

Taiwan adalah sumber pelajar internasional terbesar ketujuh di Amerika Serikat. 

Amerika Serikat juga memberikan bantuan kesempatan belajar ke Taiwan untuk 

pelajar AS.  

Amerika Serikat mendukung partisipasi Taiwan di organisasi internasional 

yang tidak memerlukan status negara bagian sebagai syarat keanggotaan. Taiwan 

dan Amerika Serikat termasuk dalam sejumlah organisasi internasional yang sama, 

termasuk  World Trade Organization (WTO), the Asia-Pacific Economic 

Cooperation (APEC), and the Asian Development Bank (ADB). Pada Juni 2015, 

AIT dan Taipei Economic and Cultural Representative Office (TECRO) 

membentuk Global Cooperation and Training Framework, sebuah kesempatan 

untuk memperluas kerjasama AS-Taiwan pada isu-isu global dan regional seperti 

kesehatan masyarakat, pembangunan ekonomi, energi, hak-hak perempuan, dan 

bantuan terhadap bencana (U.S. State Department, 2018). 

Taiwan membutuhkan bantuan Amerika agar dapat mengintegrasikan 

demokrasi Taiwan dalam organisasi internasional. Saat ini, kurangnya "status 

kenegaraan" resmi membatasi Taiwan, tetapi ada banyak kasus di mana status 

negara bukanlah persyaratan. Akhirnya, Taiwan dibentuk ke dalam sistem 

komando, kontrol, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan serta pengintaian 

di wilayah tersebut. Taiwan dijadikan markas bagi salah satu fasilitas radar 

terpenting sehubungan dengan penetrasi mendalam ke kepulauan China 

(Thenationalinterest, 2016). Amerika sepenuhnya melakukan komitmen terhadap 

Taiwan yang merupakan pedoman penting demokrasi bagi strategi pertahanan AS 

di kawasan Asia. 

 

2.3.3 Hubungan Negara Amerika Serikat-China 

Selama ini Amerika Serikat yang ikut terlibat atas politik Asia menimbulkan 

pergolakan dalam peran China di wilayah Asia. Amerika Serikat terlibat dalam 
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perang sipil yang mendukung Partai Nasionalis tahun 1949. Keterlibatan Amerika 

Serikat bukan hanya konflik China dengan Taiwan saja, ada juga intervensi saat 

Perang Korea tahun 1954, lalu perang Indocina (Vietnam, Myanmar, Laos dan 

Kamboja) atau Perang Vietnam tahun 1976 yang sangat dekat dengan perbatasan 

China (Frankel, 1991). China dapat menahan kekuatan militer Amerika Serikat 

dalam perang yang memakan banyak korban jiwa itu. Setelah China 

memproklamirkan RRC dan berdiri sebagai negara, China semakin giat untuk 

memperluas wilayah kekuasaannya terhadap wilayah-wilayah perbatasan. China 

berambisi menjadikan dirinya sebagai negara besar. 

Presiden Amerika Serikat Richard Nixon melakukan perjalanan ke China 

pada tahun 1972. Dalam pertemuan antara Nixon dan Mao Zedong, menegosiasikan 

Shanghai Communique yang menyatakan: “The United States acknowledges that 

Chinese on either side of the Taiwan Strait maintain there is but one China and that 

Taiwan is a part of China. The United States does not challenge that position”. 

Amerika Serikat memahami One China Policy dan mengklaim Taiwan adalah 

bagian dari China. Langkah ini menjadi permulaan peningkatan hubungan antara 

Amerika Serikat-China untuk menciptakan relasi yang lebih baik lagi. Pada tahun 

1978, menandai Perjanjian Komunike kedua antara Amerika Serikat dan China 

dalam mencapai kesepakatan mengenai One China Policy. Dalam perjanjian ini 

menyatakan bahwa Amerika Serikat memutus hubungan dengan Taiwan. 

Kemudian pada pemerintahan Reagan, menandatangani komunike gabungan ketiga 

dengan Republik Rakyat China untuk menstabilkan hubungan antar kedua negara 

pada tahun 1982.  

Namun tidak lama setelah itu, Amerika Serikat mendukung Taiwan dalam 

upaya mendorong demokrasi dengan mengeluarkan Six Assurances ke Taiwan. 

Nampaknya Amerika Serikat mengakui One China Policy  di PBB tetapi juga masih 

berhubungan dengan Taiwan. Di atas kertas seolah-olah Amerika Serikat 

menjalankan One China Policy namun di dalam prakteknya tidak. Amerika Serikat 

merubah hubungan kerjasama China-Taiwan adalah dengan Kuomintang (KMT). 

Bukan dengan Negara, namun dengan “sebuah bagian dengan negara” yaitu KMT. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

32 
 

 
 

Peran AS melanggengkan hubungan AS di Asia Timur supaya AS memiliki kawan 

di Asia Timur. 

 

2.4 Era Ekonomi China 

China dan Taiwan sempat bersatu selama empat tahun (1945-1949), tetapi 

Revolusi Komunis mengakibatkan disintegrasi terjadi. Adanya intervensi Amerika 

Serikat sejak tahun 1950 dengan memberikan bantuan kepada pemerintahan 

Nasionalis di Taiwan. Perkembangan ekonomi Taiwan yang pesat dan tumbuh 

menjadi negara yang semakin demokratis. China justru mengalami pertumbuhan 

ekonomi yang lambat dengan tetap bertahan pada sistem komunis China. Kemajuan 

ekonomi Taiwan yang pesat sebagai alat penawar bagi negara-negara lain untuk 

mengalihkan pengakuannya dari China ke Taiwan (Mubah, 2014). 

Setelah terbentuknya Republik Rakyat China pada tahun 1949, 

dibandingkan Uni Soviet dan Amerika Serikat, Mao Zedong berupaya untuk 

memperkuat ekonomi China serta melakukan transformasi kebijakannya yang 

disebut “Lompatan Jauh ke Depan”. Kebijakan ini berisi peningkatan produksi 

terhadap pertanian dan industri baja untuk di ekspor ke luar negeri. 

Pada tahun 1966-1976, Mao Zedong memperkenalkan Revolusi 

Kebudayaan. Revolusi Kebudayaan terdapat 4 hal, yaitu: kebudayaan, gagasan 

pemikiran, tradisi kuno, serta Tentara Merah berhak untuk menghancurkan segala 

hal yang berhubungan dengan budaya Barat atau feodalisme (Harmini, 2004). 

Dalam penerapannya, revolusi kebudayaan sebagai bentuk perlawanan Mao 

terhadap kaum intelektual dan kaum borjuis yang semakin meluas di China.  

Meskipun diterapkannya Revolusi Kebudayaan, tidak membawa perubahan 

pada perekonomian China. Kegagalan ekonomi China di masa Mao Zedong yang 

mengakibatkan kelaparan massal dan stagnasi ekonomi. Pemerintah China 

kemudian berupaya untuk memperbaiki ekonomi China dengan mengubah orientasi 

ekonominya. Pada tahun 1978, sejak reformasi ekonomi di bawah kepemimpinan 

Deng Xiaoping, orientasi ekonomi China mulai terbuka dan mengarah pada 

kapitalisme. Ada empat sektor utama sebagai implementasi kebijakan modernisasi 
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yaitu, antara lain pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

pertahanan (Dara, 2018). 

Akibat dari modernisasi ekonomi China, menarik investor Taiwan terhadap 

pasar di China. Tepatnya pada tahun 1980-an, kegiatan investasi Taiwan ke China 

meningkat secara signifikan setiap tahun. Potensi ekonomi China yang 

menawarkan low cost labor, mendorong hubungan ekspor impor antara China-

Taiwan serta pendekatan kultural menjadi salah satu faktor yang menarik 

pengusaha Taiwan berinvestasi di China (Chen, 2003). 

Di balik pebisnis Taiwan atau dikenal sebagai Taishang memiliki peran 

yang penting terhadap hubungan lintas selat. Peran Taishang dibagi menjadi empat 

peran yang berbeda tergantung dari lokasi atau basis operasi mereka di negara 

China atau Taiwan.  

Pertama, Taishang sebagai sandera China. Jika China mengancam untuk 

memutus hubungan ekonomi lintas selat, maka akan membahayakan kepentingan 

bisnis dan aset milik Taishang.  Kepentingan ekonomi Taishang akan ditahan atau 

diberikan sanksi oleh China dan menghambat kinerja Taishang. China kemudian 

dapat memanfaatkan para Taishang tersebut untuk memaksa pemerintah Taiwan 

agar sejalan dengan pemerintah China karena China memiliki insentif untuk 

memaksakan atau mengancam untuk memaksakan sanksi ekonomi terhadap 

Taiwan. Kedua, Taishang sebagai agen China. Untuk mengatasi tekanan dari China 

dan untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka, Taishang secara aktif 

mendukung dan mempromosikan kebijakan Taiwan di China, sehingga bertindak 

sebagai agen Beijing. Namun selama bertahun-tahun kurangnya struktur yang 

formal menghambat Taishang dalam bertindak.Ketiga, Taishang sebagai kekuatan 

penyangga Taiwan. Jika Taishang diakui oleh China untuk pertumbuhan ekonomi 

ekspor China, maka Taishang dapat menjadi kekuatan politik bagi Taiwan, 

sehingga membantu pemerintah Taiwan. Keempat, Taishang sebagai negosiator 

untuk Taiwan. Jika Taishang dapat secara efektif menggunakan kelembagaan 

mereka sendiri—terutama Taiwanese Business Associations (TBA) untuk 

memengaruhi pemerintah China, sehingga Taishang  menjadi negosiator bagi 

Taiwan. TBA mewakili kelompok besar pebisnis yang dibutuhkan oleh China. 
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China dapat menekan pasar domestik, misalnya, dalam real estate dan 

konstruksi, dan inflasi yang tinggi. Para pekerja migran China dengan jumlah besar 

yang bekerja di Taiwan dapat menggantikan pekerja Taiwan dari pekerjaan mereka 

dan mengakibatkan masyarakat Taiwan mengalami gangguan sosial dan ekonomi. 

Namun, tidak hanya pertimbangan ekonomi saja, adanya kekhawatiran dalam 

hubungan integrasi lintas selat dapat membahayakan posisi Taiwan dan mendorong 

serangan militer China di Selat Taiwan. Semakin banyak modal Taiwan 

diinvestasikan di China, semakin besar pula bagi Taiwan menjadi bagian tak 

terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi China dan juga semakin mudah bagi 

pebisnis Taiwan melakukan kerjasama dengan China yang saling menguntungkan 

(Schubert, 2010). 

Amerika Serikat memiliki kerjasama dengan China di bidang ekonomi, 

meskipun dalam hubungan pertahanan dan politik masih tidak sejalan. Namun pada 

tahun 1985, China mulai terbuka terhadap investasi asing terutama dengan AS. 

Salah satu konflik ekonomi global yang sangat diperebutkan adalah peningkatan 

ekspor China yang mengejutkan di pasar dunia. Dengan adanya kejadian ini, 

banyak negara industri yang menuduh China secara tidak adil mendukung daya 

saingnya dengan menurunkan nilai mata uang China untuk menjaga harga impor 

yang rendah. Secara khusus, Amerika Serikat memandang dirinya sebagai korban 

utama kebijakan perdagangan China. Amerika Serikat mengalami defisit 

perdagangan barang dengan China sejak 1984. 

 

Tabel 2.2 Timeline Peristiwa Era Ekonomi China 

No. Tahun Peristiwa 

1. 2010 

 

China Menjadi Ekonomi Terbesar Kedua di 

Dunia 

2. 2011 

 

Poros AS Menuju Asia 

Peningkatan investasi — diplomatik, ekonomi, 

strategis, dan sebaliknya — di kawasan Asia-

Pasifik dipandang sebagai langkah untuk 
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melawan pengaruh China yang semakin 

meningkat.  

3. Februari, 2012 

 

Meningkatnya Ketegangan Perdagangan 

Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang 

mengajukan "permintaan konsultasi" dengan 

China dalam Organisasi Perdagangan Dunia 

(WTO) mengenai pembatasan ekspor logam.  

4. November, 2012 

 

Presiden Baru China 

Kongres Nasional Partai ke-18 diakhiri dengan 

Xi Jinping menggantikan Hu Jintao sebagai 

presiden, sekretaris jenderal Partai Komunis, 

dan ketua Komisi Militer Pusat. 

5. April, 2017 

 

Kunjungan Xi Jinping ke Amerika Serikat 

Presiden Donald J. Trump menyambut Xi 

Jinping untuk membahas perdagangan bilateral 

dan Korea Utara menjadi agenda utama. 

6. Maret, 2018 

 

Tarif Trump menjadikan China sebagai Target 

-Pemerintahan Trump mengumumkan tarif 

terhadap impor China, senilai sekitar $50 

milyar. 

7. Juli, 2018 

 

Meningkatnya Perang Dagang AS-China  

-Pemerintahan Trump membebankan tarif 

sebesar $34 milyar terhadap produk China.  

-China membalas dengan memberikan tarif 

terhadap lebih dari lima ratus produk AS. 

Penolakan itu, juga bernilai sekitar $34 milyar, 

pada komoditas seperti daging sapi, susu, 

makanan laut, dan kacang kedelai.  

Masalah tarif antara AS-China dapat memicu 

ketidakstabilan dalam pasar global. 
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(Sumber: diolah dari Council on Foreign Relations. 2018. U.S. Relations With China 1949 

– 2018. Diakses melalui https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china. Pada 25 Oktober 

2018) 

Dilansir dari BBC, terdapat beberapa strategi China untuk melawan perang 

dagang. Pertama, menyerang perusahaan AS yang berada di China. China dapat 

menghambat perusahaan-perusahaan AS dengan memperlambat izin bea cukai 

untuk impor AS, menunda atau menolak aplikasi visa. Kedua, pembatasan 

pariwisata ke AS. Lebih dari 130 juta orang melakukan perjalanan keluar dari China 

pada tahun 2016. Ketiga, melakukan devaluasi mata uang. Menurunkan nilai mata 

uang yuan akan membantu ekspor dengan membuat barang-barang China lebih 

murah bagi negara lain untuk diimpor, dan dapat mengimbangi kenaikan harga 

yang disebabkan oleh tarif AS. Keempat, China berfokus pada pertumbuhan 

domestik. China akan mencoba memperluas perdagangan dengan negara-negara 

selain AS. China telah mencoba untuk menjauh dari AS dan menuju pada penguatan 

ekonomi secara mandiri dan kuat (BBC, 2018). 
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BAB 3 

KEBIJAKAN LUAR NEGERI TAIWAN:  

NEW SOUTHBOUND POLICY (NSP) 

 

 

Dalam bab tiga ini akan menguraikan Kebijakan Luar Negeri Taiwan: New 

Southbound Policy terlebih dahulu untuk memahami pokok permasalahan dalam 

skripsi ini. Pada bab ini terbagi menjadi empat sub bab yaitu asal mula terbentuknya 

New Southbound Policy, pengertian, tujuan serta prinsip-prinsip dari kebijakan New 

Southbound Policy. 

 

3.1 New Southbound Policy 

Republic of China (ROC) atau Taiwan, terletak di Pasifik Barat antara 

Jepang dan Filipina. Luas total Taiwan beserta pulau-pulau terpencilnya adalah 

36.197 kilometer persegi. Jumlah penduduk Taiwan sekitar 23 juta jiwa (Ministry 

of Foreign Affairs Republic of China, 2017). Taiwan berjarak 180 kilometer dari 

pantai sebelah timur China. Taiwan merupakan salah satu tantangan dan isu sensitif 

yang tengah dihadapi oleh China. Taiwan yang berada di Kawasan Pasifik Barat, 

dianggap sebagai pembangkang oleh China lantaran selama beberapa tahun terakhir 

semakin agresif untuk merdeka. 

Sistem ekonomi Taiwan berbentuk kapitalis dengan mata uang Taiwan 

Dollar (TWD). Namun, Taiwan bukanlah negara yang merdeka seutuhnya atau 

negara dengan pengakuan terbatas. Secara de jure, hanya sekitar 23 negara yang 

mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat. Padahal secara de facto, Taiwan 

memenuhi syarat sebagai negara. Meskipun bukan negara berdaulat, namun Taiwan 

memiliki paspor sendiri. Perkembangan sistem politik Taiwan mengalami 

perubahan ke arah pluralisme dan flexible diplomacy yang saat itu dikeluarkan oleh 

Presiden pertama Taiwan yaitu, Lee Teng Hui tahun 1994. Dari tahun ke tahun, 

Democratic Progressive Party (DPP) mengalami peningkatan menandakan Taiwan 

berdiri secara bebas dan demokratis. 
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Keinginan untuk mendekatkan diri ke negara-negara Asia Tenggara 

bukanlah hal baru bagi Taiwan. Namun China memandang NSP hanya sebagai 

kelanjutan dari inisiatif sebelumnya. New Southbound Policy bukan pertama kali 

yang menargetkan negara-negara NSP seperti kepemimpinan Tsai Ing-wen. NSP 

dibangun berdasarkan upaya sebelumnya, yang ditujukan terutama untuk 

mengarahkan kembali investasi luar negeri Taiwan ke Asia Tenggara, oleh Presiden 

Lee Teng-hui dan Chen Shui-bian. Sekitar tahun 1990an, Taiwan melihat 

kurangnya negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, Lee 

Teng Hui sebagai presiden ketiga Taiwan yang terpilih pada tahun 1988 melihat 

potensi kekuatan ekonomi untuk memenuhi tujuan politik. Asia Tenggara menjadi 

tujuan kebijakan Taiwan yang disebut Go South Policy (Bing, 2017). 

Pemerintahan Presiden Lee Teng-Hui pada tahun 1994-1996 memprakasai 

suatu kebijakan luar negeri Taiwan yang disebut kebijakan Go South. Kebijakan 

Go South Presiden Lee Teng-hui dimulai pada tahun 1994 dan berupaya 

mengurangi ketergantungan ekonomi Taiwan terhadap China dengan 

meningkatkan ekspansi komersial ke Asia Tenggara. Rencana tersebut bertumpu 

pada strategi untuk meningkatkan investasi baik dari perusahaan yang berhubungan 

dengan KMT dan perusahaan milik negara di Asia Tenggara, sementara secara 

bersamaan meningkatkan aliran bantuan asing ke negara-negara sasaran. Selain itu, 

Lee membatasi teknologi tinggi dan investasi infrastruktur melintasi Selat, dan 

melarang investasi individu dari perusahaan tertentu ke China melebihi $50 juta 

(Nytimes, 2001). 

Sebagian karena kebijakan Lee, investasi asing langsung Taiwan (FDI) ke 

negara-negara ASEAN awalnya tumbuh dari $1,17 miliar pada tahun 1993 menjadi 

$4,98 miliar pada tahun 1994. Selama periode yang sama, investasi Taiwan ke 

China turun dari $3,17 miliar menjadi $962 juta. Meskipun demikian, tren ini stabil 

selama beberapa tahun ke depan. Pada Desember 1996, Kementerian Urusan 

Ekonomi Taiwan secara tiba-tiba mengumumkan pembekuan investasi luar negeri 

oleh perusahaan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri 

(Glaser, 2018). 
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Selanjutnya kebijakan Go South Kedua pada tahun 1997-1999 selama krisis 

keuangan Asia tahun 1997, yang melumpuhkan sebagian besar Asia Tenggara 

tetapi berdampak terbatas pada Taiwan karena cadangan devisa yang cukup banyak 

dan utang luar negeri yang rendah (Washingtonpost, 1998). 

Secara umum, Lee memandang krisis itu sebagai sebuah peluang bagi 

Taiwan, dan dia tetap teguh bahwa meskipun gejolak pasar yang sedang 

berlangsung, investasi ke Asia Tenggara akan menguntungkan Taiwan. Sebagian 

dari dorongan ini didorong oleh keinginan untuk memperkuat hubungan Taiwan-

ASEAN dengan memanfaatkan cadangan devisa Taiwan untuk membantu negara-

negara ini. Pemerintah Lee mendistribusikan dana ke bank-bank milik Taiwan di 

negara-negara Asia Tenggara dan menciptakan perusahaan induk yang disebut 

Southeast Asia Investment Company (Glaser, 2018). 

Kementerian Urusan Ekonomi mencatat bahwa infrastruktur yang kurang 

berkembang dan kebijakan ekonomi yang sangat teregulasi dari beberapa negara 

Asia Tenggara menghambat aliran investasi dari Taiwan. Investasi FDI Taiwan ke 

negara-negara ASEAN menurun dari $4,85 miliar pada tahun 1997 menjadi $1,42 

miliar pada tahun 1998 (Glaser, 2018). Kemudian bantuan China terhadap negara-

negara yang mengalami krisis menjadi kesempatan bagi China dalam memperkuat 

ikatan ekonomi dan politik di wilayah tersebut. 

Selanjutnya Presiden Chen Shui-bian membawa perubahan pada strategi 

kebijakan Go South pada tahun 2002-2008 yaitu kebijakan Go South setelah Taiwan 

diterima oleh World Trade Organization pada tahun 2002. Mirip dengan 

pendahulunya, Chen berusaha untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Taiwan 

di China dan memperluas pengaruh ekonomi Taiwan di Asia Tenggara. Chen 

berfokus pada penguatan sistem dukungan investasi untuk bisnis Taiwan yang 

beroperasi di Asia Tenggara. Untuk mendiversifikasi investasi Taiwan, kebijakan 

tersebut juga membentuk mekanisme penilaian, memfasilitasi investasi industri, 

dan memberikan pelatihan bagi tenaga kerja. Pada akhirnya, daya tarik ekonomi 

China terbukti terlalu kuat bagi bisnis Taiwan, sehingga menghambat efektivitas 

kebijakan Go South (Chinadaily, 2004). 
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Meskipun investasi Taiwan ke ASEAN tumbuh secara berkelanjutan pada 

pertengahan tahun 2000-an dan memuncak pada $10,2 miliar pada 2008, namun 

menurun menjadi $1,9 miliar pada 2009 (Ministry of Economic Affairs ROC, 

2012). Sementara beberapa dari penurunan ini dapat dikaitkan dengan daya saing 

ekonomi Asia Tenggara yang tertinggal, berbagai faktor geopolitik, dan krisis 

keuangan global, kebijakan Chen sendiri juga membuka jalan bagi bisnis dari 

Taiwan untuk mencari peluang di China. Pada tahun 2001, pemerintahan Chen 

mengadopsi kebijakan “liberalisasi proaktif dengan manajemen yang efektif” yang 

dirancang untuk mempromosikan pertukaran ekonomi di seluruh Selat. Kebijakan 

ini mengurangi pembatasan yang dibuat oleh Lee pada industri teknologi tinggi dan 

menghapus investasi ke China senilai $50 juta. Chen juga mengizinkan bank-bank 

Taiwan untuk mendirikan kantor-kantor perwakilan di China dan memungkinkan 

modal dari China mengalir ke pasar Taiwan. Akibatnya strategi ini berlawanan 

dengan tujuan dibentuknya kebijakan Go South. 

Implementasi Go South Policy dimulai pada tahun 1994 selama 

kepemimpinan mantan presiden Lee Teng Hui. Manfaat dari Go South Policy yaitu 

sebagai sebuah inisiatif untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama Taiwan 

dengan negara-negara ASEAN. Taiwan melihat bahwa kawasan Asia Tenggara 

memiliki rencana pembangunan nasional jangka menengah (10 tahun) serta jangka 

panjang (20 tahun) serta mengembangkan kekuatan industri dan keterampilan 

SDM. Langkah ini diambil oleh Taiwan sebagai upaya Taiwan untuk mengimbangi 

kekuatan ekonomi China.  

Pada tahun 2016, Tsai Ing-wen memenangkan pemilu Presiden Taiwan. 

Dengan terpilihnya Tsai Ing-wen mengawali Taiwan memiliki presiden wanita 

pertama sejak terbentuknya negara Taiwan tahun 1949. Tsai Ing-wen diusung oleh 

partai yang dipimpinnya yaitu Democratic Progressive Party (DPP). Salah satu 

kebijakan baru yang diusung oleh Presiden Tsai Ing-wen yaitu New Southbound 

Policy atau kebijakan selatan baru (NSP) untuk mengembangkan kerjasama yang 

luas dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan. 
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Terdapat indikasi terjadi perubahan karena perbedaan strategi yang 

ditawarkan oleh Presiden Taiwan yang baru. Kebijakan ini dibuat untuk 

mengurangi ketergantungan Taiwan pada China dan untuk meningkatkan 

kerjasama Taiwan dengan negara-negara lain. Kebijakan ini diresmikan pada 5 

September 2016. Ada 18 negara yang menjadi sasaran kebijakan. 10 negara 

diantaranya anggota ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, 

Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Brunei.  8 negara Asia Selatan adalah 

India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Butan, Nepal, Australia dan New Zealand. 

Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Taiwan untuk menunjukkan eksistensi 

Taiwan yang mana perannya lebih aktif dengan negara tetangga sekitarnya. 

Lembaga Eksekutif Republik Taiwan menyetujui rencana kerja Kebijakan 

Selatan Baru, yang akan merancang peran Taiwan dalam pembangunan Asia, 

mencari arah dan momentum baru untuk tahap baru pembangunan ekonomi negara 

Taiwan. Menurut Perundingan Perdagangan Kantor Eksekutif Yuan, rencana kerja 

promosi dirumuskan oleh kementerian dan lembaga terkait.  

Rencana kerja Kebijakan Selatan Baru pada awalnya akan fokus pada empat 

bidang berikut: (New Southbound Policy, 2016). Pertama, kerjasama ekonomi dan 

perdagangan: Memperkuat kerjasama industri dan ekspansi ekonomi dan 

perdagangan; memfasilitasi kerjasama dalam proyek pembangunan infrastruktur; 

mempromosikan ekspor layanan integrasi sistem dan bantuan keuangan. Kedua, 

pertukaran bakat: Memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang saling 

melengkapi antara Taiwan dan negara-negara NSP dengan bekerja sama untuk 

mengembangkan bakat sumber daya manusia di bawah prinsip “pertukaran yang 

berpusat pada manusia, bilateral, dan beragam”. Ketiga, pembagian sumber daya: 

Memperkuat kemitraan Taiwan dengan negara-negara NSP dan memperjuangkan 

peluang kerjasama bilateral maupun multilateral berdasarkan kekuatan Taiwan 

dalam perawatan medis, budaya, pariwisata, sains dan teknologi serta pertanian. 

Keempat, konektivitas regional: Mempromosikan kerja sama bilateral dan 

multilateral yang dilembagakan; meningkatkan status resmi negosiasi dan dialog 

bilateral; membangun kemitraan dengan negara-negara NSP melalui kerjasama 

internasional. 
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Pihak Perundingan Perdagangan Kantor Eksekutif Yuan akan menangani 

koordinasi dan integrasi, merumuskan rencana kerja yang berbeda untuk masing-

masing negara-negara NSP, dan merundingkan berbagai proyek kerjasama dengan 

mitra penting. 

Hubungan Taiwan dengan ASEAN dan Asia Selatan. ASEAN yang terdiri 

dari 10 negara. Pada akhir tahun 2015, negara ASEAN membentuk Masyarakat 

Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC), diintegrasikan ke 

dalam total jumlah populasi lebih dari negara perdagangan bebas Amerika dan Uni 

Eropa sebagai pasar terbesar ketiga di dunia (setelah Tiongkok dan India), dengan 

GDP mencapai USD 2,5 triliun, menjadikannya sebagai negara dengan 

perekonomian terbesar keenam di dunia. 

Sejak tahun 2013, ASEAN menjadi kawasan tujuan investasi terbesar 

seluruh dunia. Pakar ekonomi Inggris di tahun 2016 juga menyatakan bahwa MEA 

pada tahun 2030 diperkirakan akan menjadi negara ekonomi terbesar keempat di 

dunia, memiliki kemajuan potensial yang sangat diharapkan  (New Southbound 

Policy, 2016). 

Taiwan mengambil kesempatan ini untuk masuk ke pasar ASEAN. Investor 

Taiwan di negara-negara ASEAN berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam 

yang dimiliki dan upah tenaga kerja yang rendah. Dengan berkembangnya negara-

negara ASEAN, daya beli masyarakat secara bertahap menarik perhatian banyak 

negara, jumlah investasi meningkat dari tahun ke tahun, investasi asing hadir 

dengan skala perusahaan besar, menciptakan perubahan baru mendorong 

perekonomian negara-negara ASEAN tumbuh dengan pesat. Peluang pasar 

ASEAN yang besar menjadi perhatian industri dunia untuk berinvestasi di kawasan 

ASEAN. 

Sedangkan di kawasan Asia Selatan walaupun terjadi krisis ekonomi 

internasional dalam beberapa tahun terakhir, tetapi India sebagai negara pertama 

Asia Selatan, mengalami pertumbuhan ekonomi yang bagus sehingga menarik 

perhatian perusahaan internasional termasuk investor Taiwan. Asia Selatan terdiri 

dari tujuh negara, urutan berdasarkan populasi penduduk, yaitu India, Pakistan, 

Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan dan Maladewa, total lahannya seluas 4,48 
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juta kilometer persegi (Academiaedu, 2016). Jumlah penduduk India mencapai 1,3 

miliar jiwa, menjadikan India sebagai negara terpadat kedua di dunia (Robyn, 

2010).  

Beberapa pandangan Taiwan terhadap kawasan Asia Selatan yaitu, South 

Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). SAARC dibentuk pada 

tanggal 6 Januari 2004 pada saat penyelenggaraan KTT Asia Selatan ke-12 di 

ibukota Pakistan Islamabad, masing-masing negara anggota mengusulkan konsep 

perdagangan bebas, negara tersebut diantaranya Bangladesh, Bhutan, India, 

Maladewa, Nepal dan Sri Lanka, ketujuh menteri luar negeri berharap sebelum 

tahun 2016 dapat melaksanakan perdagangan bebas di wilayah itu dengan 

penghapusan tarif impor menjadi nol.  

Setiap negara mendirikan zona perdagangan bebas atau wilayah 

pengolahan, kebanyakan menawarkan kepemilikan asing 100 persen dan 

menikmati 5 sampai 10 tahun pembebasan bea impor, ini telah menjadi lokasi 

investasi popular bagi pesaing Taiwan seperti Jepang, Korea dan negara lainnya. 

Pengembangan infrastruktur sebagai peluang investasi perdagangan. Pemerintah 

banyak membuka peluang pada investor asing berskala internasional melalui 

anggaran belanja tahunan. Oleh karena itu, diharapkan investor Taiwan juga dapat 

mempertimbangkan peluang ini. 

 

3.1.1 Definisi New Southbound Policy  

New Southbound Policy atau Kebijakan Baru ke Arah Selatan adalah suatu 

strategi ekonomi dan perdagangan Taiwan yang dibentuk pada tahun 2016 

bertujuan untuk mendefinisikan peran penting Taiwan dalam pembangunan di 

kawasan Asia. Mendorong arah dan kekuatan baru dalam pembangunan ekonomi 

dan menciptakan masa depan yang bernilai. Untuk itu, pedoman kebijakan New 

Southbound Policy menetapkan prinsip-prinsip serta tujuan New Southbound 

Policy. Sebagai penentu arah upaya pemerintah dalam menyatukan sumber daya 

dan kekuatan dalam negeri serta memperlihatkan kepada masyarakat internasional 

bahwa Taiwan memiliki niat yang baik dalam meningkatkan kerjasama dan 

negosiasi yang lebih luas dengan negara-negara ASEAN dan Asia Selatan serta 
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Australia New Zealand. Sebagai upaya untuk mencapai pembangunan dan 

kemakmuran kawasan. 

Kebijakan Baru Arah Selatan atau “New Southbound Policy” oleh 

pemerintah Taiwan adalah kebijakan yang berlandaskan pada prinsip yang saling 

menguntungkan. Upaya pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui 3 aspek, yaitu 

menjalin hubungan strategis dengan negara sahabat, menciptakan rantai ekologi 

industri dengan negara mitra kebijakan, serta memperkuat hubungan dengan 

masyarakat dan komunitas berbagai negara. 

Pada tahun 2017, pemerintah Taiwan telah mengintegrasikan sumber daya 

dari kantor perwakilan di luar negeri dan meningkatkan pelaksanaan berbagai 

kebijakan, seperti melakukan uji coba bebas visa kepada Thailand, Brunei dan 

Filipina, memberikan hadiah kepada perusahaan Taiwan yang mengadakan 

perjalanan karyawan ke Taiwan, berpartisipasi dalam pameran wisata, menciptakan 

lingkungan wisata ramah Muslim serta meningkatkan pelayanan wisata dalam 

bahasa Asia Tenggara. Langkah-langkah dan kebijakan tersebut telah berhasil 

meningkatkan jumlah wisatawan asing dari Asia Tenggara hingga mencapai 2 juta 

pengunjung atau bertumbuh 20 persen, dengan perbandingan mencapai 1 banding 

5 artinya terdapat 1 orang wisatawan Asia Tenggara untuk setiap 5 orang wisatawan 

asing (Ministry of Foreign Affairs Republic of China, 2018). 

 

3.1.2 Tujuan New Southbound Policy 

New Southbound Policy terdiri dari 2 tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan 

jangka panjang serta tujuan jangka pendek dan menengah. Pertama, tujuan umum 

dan tujuan jangka panjang, yaitu (1) meningkatkan kerjasama antara Taiwan serta 

negara-negara tujuan NSP baik di bidang ekonomi dan perdagangan, teknologi dan 

ilmu pengetahuan serta budaya. Menciptakan strategi kerjasama baru yang saling 

menguntungkan demi menguatkan “rasa komunitas ekonomi”. (2) membangun 

mekanisme dialog dan negosiasi yang luas: menciptakan kesepakatan bersama, 

menyelesaikan masalah dan perbedaan pendapat secara efektif; membangun rasa 

kepercayaan dan rasa komunitas secara bertahap. 
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Kedua, tujuan jangka pendek dan menengah, yaitu (1) memadukan tujuan 

nasional, kebijakan insentif, dan peluang bisnis untuk memacu serta memperluas 

hubungan timbal balik di bidang ekonomi dan perdagangan, investasi, serta budaya. 

(2) untuk mendorong Model Baru Pembangunan Ekonomi, mendukung industri 

untuk mengadopsi strategi “Southbound” Baru dalam merancang langkah 

selanjutnya. (3) untuk mengatasi hambatan pembangunan maka dibutuhkan banyak 

orang dengan kemampuan yang mumpuni untuk mendukung New Southbound 

Policy. (4) meningkatkan negosiasi dan dialog mengenai kerjasama ekonomi secara 

multilateral dan bilateral, menyelesaikan perselisihan serta perbedaan pendapat 

yang dapat memperkeruh hubungan antara Taiwan dengan negara-negara NSP. 

Pemerintah Taiwan secara konsisten menekankan pentingnya swasembada 

pertahanan nasional. Jika Taiwan ingin mempertahankan kedaulatannya dan 

menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran regional, maka tidak dapat 

bergantung pada negara lain. Peningkatan kemampuan militer Taiwan sendiri 

adalah cara terkuat untuk menjamin keamanan nasional. Taiwan mungkin bukan 

negara yang besar tetapi sangat bertekad untuk mempertahankan kedaulatannya. 

Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata ROC, Tsai Ing-wen bertanggung 

jawab untuk memperkuat kemampuan tempur pertahanan nasional dan 

mempertahankan keamanan nasional.  

Di bidang perdagangan dan ekonomi internasional, Taiwan memiliki 

Kebijakan Menuju Asia Selatan Baru sebagai strategi regional utama untuk wilayah 

Asia. Sejauh ini, Taiwan sudah berupaya menarik negara-negara di kawasan Asia 

Selatan dan Asia Tenggara untuk menjalin kerjasama perdagangan. Dalam periode 

Januari hingga Oktober tahun 2017, perdagangan bilateral Taiwan dengan 18 

negara mitra Kebijakan Menuju Asia Selatan Baru mengalami pertumbuhan hampir 

20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor pariwisata dari 

negara-negara mitra kebijakan telah meningkat lebih dari 30 persen, dan saat ini 

terdapat lebih dari 31.000 siswa dari negara-negara tersebut yang sedang belajar di 

Taiwan. 
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Di bidang industri, Taiwan memiliki beberapa keunggulan dan kemampuan 

yang dapat dikembangkan ke arah selatan, seperti bidang petrokimia, pertanian dan 

perawatan medis. Kemudian akan mengintegrasikan kekuatan sektor publik dan 

swasta, serta memperkuat dan mengintegrasikan mekanisme pendukung. Taiwan 

akan melakukan upaya khusus untuk memberikan layanan konsultasi dan bantuan 

bagi usaha kecil dan menengah. Melalui sistem kerja kelompok, Taiwan 

mengharapkan dapat menciptakan rantai industri Arah Selatan Baru dengan negara-

negara yang bersedia untuk bekerja sama. Pemerintah Taiwan secara matang 

meningkatkan kerja sama di bidang industri. Dibuktikan dengan Kementerian 

Ekonomi atau Ministry of Economic Affairs (MOEA) telah membuat layanan 

investasi satu pintu di Vietnam, Filipina, Indonesia, Myanmar, Thailand dan India 

untuk membantu kegiatan investasi dua arah. Pemerintah Taiwan juga 

menyediakan fasilitas kredit untuk usaha kecil menengah yang ingin berinvestasi di 

pasar Asia Tenggara, sehingga perusahaan Taiwan dan negara-negara sasaran 

Kebijakan Menuju Asia Selatan Baru dapat menerapkan kelebihannya masing-

masing dalam menciptakan kerja sama industri yang menguntungkan. 

Pemerintah Taiwan juga mempromosikan Official Development Assitance 

(ODA) untuk membantu negara sahabat diplomatik dan negara sasaran Kebijakan 

Menuju Asia Selatan Baru untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan 

berbagai proyek pembangunan. Proyek seperti ini akan membantu baik pemerintah 

maupun swasta dalam memasuki pasar global.  

Dalam bidang kesehatan dan lingkungan, pemerintah Taiwan meresmikan 

sebuah platform baru untuk bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara 

dalam memberantas penyakit demam berdarah. Selain itu, pemerintah telah 

membangun pusat bantuan kemanusiaan di pulau Taiping, dan di pulau Dongsha 

(Pratas) telah dibangun stasiun pemantauan emisi gas rumah kaca. Soft Power 

seperti inilah yang menjadi kebanggaan Taiwan dan menjadi kekuatan untuk 

menciptakan stabilitas, perdamaian dan kemakmuran di wilayah Asia Pasifik. 
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Melalui New Southbound Policy, pemerintah Taiwan mendorong terjadinya 

pertukaran keahlian. Jumlah pelajar asing yang datang ke Taiwan terus bertambah, 

dan dengan wawasan internasional, para pelajar menjadi tenaga pendorong dalam 

mempromosikan kemakmuran regional di masa yang akan datang. 

Pada tahun 2018, kebijakan luar negeri Taiwan New Southbound Policy 

akan beralih ke tahap promosi dan kerjasama yang lebih komprehensif. Taiwan 

akan terus meningkatkan fondasi kerja sama yang ada untuk mengembangkan 

kemitraan strategis dengan negara-negara mitra kebijakan. Tujuan utama dari 

Kebijakan Menuju Asia Selatan Baru adalah untuk menempatkan Taiwan di posisi 

yang menguntungkan dalam komunitas internasional. Di wilayah Asia Pasifik yang 

sangat dinamis, Taiwan siap untuk memainkan peran yang lebih penting dalam 

menciptakan kemakmuran dan stabilitas regional. 

Hubungan lintas selat sangat penting untuk menjaga perdamaian dan 

kemakmuran regional. Presiden Tsai Ing-wen ingin masyarakat yakin bahwa 

pemerintah tidak akan gegabah dan hubungan lintas selat tidak akan menemui jalan 

buntu. Posisi Taiwan tidak berubah yaitu menjaga status quo. Inilah komitmen 

Taiwan terhadap kawasan ini dan dunia. Perdamaian, kemakmuran dan 

pembangunan di Asia adalah tanggung jawab bersama semua negara di kawasan 

tersebut. Oleh karena itu, isu lintas selat adalah isu perdamaian regional. Taiwan 

akan memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan regional dengan 

terus memperlihatkan niat baik dan memelihara hubungan lintas selat yang stabil, 

dan konsisten serta bermartabat dan saling menghormati, dalam kehidupan bersama 

dengan masyarakat dunia adalah cita-cita kolektif masyarakat Taiwan.  

 

3.1.3 Prinsip-prinsip New Southbound Policy 

Penerapan prinsip – prinsip “New Southbound Policy” sebagai berikut: 

1. Menetapkan hasil jangka panjang, memperkuat rasa masyarakat ekonomi 

(sense of economic community) 

Dalam hal ini, Taiwan sudah memiliki dasar yang kuat dan kondisi yang 

menguntungkan dalam pelaksanaan New Southbound Policy, berdasarkan 

pengalaman dari masa lalu yaitu untuk mencapai kesuksesan tidak dapat dengan 
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tergesa-gesa. Karena harus menentukan tujuan dan menetapkan hasil jangka 

panjang demi mencapai dan meningkatkan kemampuan dalam membangun 

kemitraan dengan negara-negara NSP. 

 

2. Menentukan peran masa depan Taiwan dalam membangun kawasan 

Taiwan ditempatkan dalan dalam rantai pasokan global. Taiwan mampu 

meraih kesuksesan dalam pembangunan ekonomi. Dalam ranah di Asia, Taiwan 

berperan penting sebagai penyedia modal dan teknologi. Taiwan mampu 

mengenalkan perannya dalam proses pembangunan kawasan. Unsur inti dari 

inovasi, kerja, dan pemerataan dimaksudkan untuk menyusun Model Baru bagi 

Pembangunan Ekonomi. Di masa mendatang, Taiwan berharap agar berperan 

sebagai pembaharu (innovator), penyebar (sharer) dan penyedia layanan. 

 

3. Mengejar strategi empat mata rantai kunci: Soft Power, Rantai Pasokan, 

Menghubungkan Pasar Regional, Hubungan Antar Masyarakat: 

(1) Kekuatan utama Taiwan, sementara ini, terletak pada “soft power” yaitu dalam 

bidang seperti teknologi, sosial dan budaya. Taiwan berupaya menjadikan “soft 

power” sebagai inti dari strategi untuk menghubungkan Taiwan dengan 

negara-negara lain. Taiwan memiliki pengalaman yang cukup baik dalam 

bidang kesehatan, teknologi, pendidikan, kerjasama pertanian serta usaha kecil 

dan menengah yang terus dikembangkan dalam meningkatkan kerjasama 

multilateral dan bilateral dengan negara-negara NSP. 

(2) Rantai pasokan Taiwan terletak pada bidang perdagangan dan investasi. Guna 

menguatkan penyatuan rantai pasokan di berbagai sektor seperti, teknologi 

informasi dan komunikasi (ICT), industri dalam negeri, energi dan petrokimia, 

pertanian baru dan jasa keuangan. Diperlukan langkah-langkah yang tepat 

untuk menciptakan kerjasama multilateral. Fokus kerjasama tersebut 

melibatkan usaha kecil dan menengah. 

(3) Untuk meningkatkan investasi dan perdagangan dua arah, maka diperlukan 

investasi infrastruktur lunak dan keras serta memperkuat hubungan dengan 

pasar regional. Negara-negara NSP tersebar di kawasan yang luas, memiliki 
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perbedaan dalam tingkat perkembangan, budaya, dan sistem hukum. Di masa 

mendatang, Taiwan mengupayakan membuka peluang bisnis yang besar 

dengan melakukan upaya aktif dan mengambil bagian dalam pembangunan 

infrastruktur di kawasan. Namun, negara Taiwan tetap menyesuaikan diri agar 

sejalan dengan undang-undang yang berlaku guna memperluas hubungan 

dengan pasar regional.  

(4) Memperkuat hubungan antar masyarakat adalah tugas pokok. Agar dapat 

terlaksana pertukaran dan penyatuan antar budaya di masa mendatang. Sumber 

daya pariwisata dan budaya dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan 

hubungan antar masyarakat atau people-to-people dalam menerapkan 

semangat baru New Southbound Policy.  

 

4. Membina lebih banyak orang dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam 

mendukung “New Southbound Policy” 

Kunci keberhasilan dari New Southbound Policy yaitu dapat memberdayakan 

sumber daya manusia sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Dalam hal ini, 

pendidikan teknis dan kejuruan sangat dibutuhkan, peningkatan pembangunan 

industri, serta jumlah sumber daya manusia yang banyak dalam mendukung 

pelaksanaan New Southbound Policy. Pemerintah Taiwan berjanji untuk 

mendorong para imigran di Taiwan agar terlibat dengan melakukan pengajaran 

bahasa sehingga memiliki keahlian bahasa dalam pelaksanaan New Southbound 

Policy. 

 

5. Mencapai kerjasama bilateral dan multilateral yang terlembaga 

Secara konsisten meningkatkan kerjasama ekonomi yang terlembaga dengan 

mitra dagang utama dan mengambil bagian dalam proses penyatuan ekonomi 

kawasan. Adanya kesepakatan dalam perjanjian investasi dan perpajakan bilateral 

dengan negara-negara NSP.  
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6. Merencanakan seperangkat tindakan yang komprehensif tentang langkah-

langkah yang terkoordinasi dan pengendalian risiko yang efektif 

Lembaga pemerintah mempunyai peran yang tepat dengan merancang 

sepeerangkat tindakan/strategi yang terkoordinasi. Perlu adanya saluran dana yang 

nyaman, dukungan informasi dan teknis yang lengkap, serta upaya dengan bantuan 

asing untuk mendukung pelaksanaan New Southbound Policy. Kemudian perlu 

dilaksanakan manajemen risiko secara sadar akan risiko politik dan ekonomi dalam 

menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Upaya 

mengendalikan risiko dengan cara membangun mekanisme peringatan dini dan 

tanggap darurat secara efektif. 

 

7. Berpartisipasi aktif dalam kerjasama internasional 

Taiwan memandang ASEAN dan Asia Selatan saat ini sebagai negara-negara 

penting yang pertumbuhan ekonominya meningkat dengan pesat. Bahkan negara 

Amerika Serikat, Jepang serta China memiliki strategi untuk menarik simpati 

negara-negara di ASEAN dan Asia Selatan. Untuk itu, Taiwan secara aktif ambil 

bagian dalam kerjasama internasional dengan membangun hubungan yang 

bersahabat dengan negara-negara ASEAN dan Asia Selatan.  

 

8. Meningkatkan mekanisme pembicaraan dan dialog yang komprehensif 

Misi penting dalam pelaksanaan New Southbound Policy yaitu terlibat dalam 

komunikasi dan dialog yang luas dengan negara-negara NSP. Taiwan harus 

meningkatkan mekanisme negosiasi dan dialog secara komprehensif. Di tambah 

dengan memperkuat kemampuan negosiasi internasional di Kementerian Luar 

Negeri, Kementerian Urusan Ekonomi, dan lembaga-lembaga lain. Sehingga 

memiliki dialog yang komprehensif di berbagai tingkatan dengan negara-negara 

NSP. Dengan tujuan mengatasi hambatan dan rintangan yang berakar pada sistem 

dan kebijakan. 
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9. Interaksi dan kerja sama lintas selat yang beritikad baik 

Dalam menjalin kerjasama ekonomi, kedua belah pihak mempunyai sumber 

daya dan potensi yang berbeda. Dengan membangun kerjasama diharapkan dapat 

meningkatkan kekuatan dalam bentuk kerjasama regional. Hubungan lintas-selat 

diupayakan untuk saling menguatkan bagi perdamaian dan pembangunan kawasan.  

 

10. Memanfaatkan dengan baik keberadaan organisasi swasta dan vitalitas 

New Southbound Policy akan diterapkan dalam sektor swasta, dengan 

memanfaatkan organisasi-organisasi swasta seperti kelompok-kelompok akademik, 

penelitian, agama budaya, industri serta asosiasi-asosiasi perusahaan investasi 

Taiwan dan LSM. Taiwan mendorong pihak-pihak sektor swasta untuk mengambil 

peran dalam pelaksanaan New Southbound Policy. Sehingga sektor swasta dapat 

membawa energi dan potensi mereka dalam mendukung pelaksanaan New 

Southbound Policy.  

 

3.2 Kepentingan Ekonomi Taiwan di Negara Mitra NSP     

Pada tahun 1970-an dan 1980-an pembangunan ekonomi Taiwan tumbuh 

pesat dengan menjadi salah satu Negara Industri Baru (Newly Industrialising 

Countries). Taiwan secara terbuka melakukan diplomasi ekonomi dengan negara-

negara penerima bantuan Taiwan. Dengan bantuan yang diberikan oleh Taiwan, 

mengarah ke dampak positif terhadap hubungan bilateralnya. Misalnya, 

meningkatkan hubungan tidak resmi yang sudah ada, menjalin hubungan 

diplomatik serta mulai membentuk hubungan tidak resmi dengan negara lain. 

Penguatan perekonomian Taiwan terus berlanjut hingga pemilihan Presiden tahun 

2016 yang dimenangkan oleh Presiden Tsai Ing-wen. 

Pasca terpilihnya Presiden baru Taiwan, ada indikasi terjadinya perubahan 

kebijakan luar negeri Taiwan yang baru. Taiwan kemudian membentuk New 

Southbound Policy (NSP) pada tahun 2016 dan berlangsung hingga saat ini. NSP 

dibentuk untuk membangun dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan serta Australia dan Selandia Baru. Ada 

beberapa bidang yang menjadi tujuan dari NSP, salah satunya bidang ekonomi.  
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Pada Januari 2018, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 

memaparkan penyajian laporan penelitian tentang New Southbound Policy (NSP). 

Dalam laporan tersebut, selama ini ASEAN menciptakan kondisi geopolitik yang 

berkembang bagi pertumbuhan ekonomi dan menarik berbagai negara untuk 

melakukan ekspansi di kawasan ASEAN. Taiwan tentu tidak tinggal diam. Taiwan 

berupaya untuk mendayagunakan potensi Taiwan agar terciptanya kerjasama 

mutualisme dengan ke-18 negara mitra NSP. Dalam bidang perdagangan, sumber 

daya, SDM serta relasi antar lembaga sehingga menciptakan kondisi pembangunan 

yang makmur dalam kawasan Asia. Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen mengatakan 

bahwa NSP adalah sebuah kebijakan yang terbuka, tidak bertentangan dengan 

program kerjasama regional lain, maka NSP diharapkan mampu untuk saling 

melengkapi dan menguntungkan bagi negara Taiwan serta ke-18 negara mitra NSP 

(MOFA, 2018). 

Kemudian pada September 2018, Taiwan mengadakan seminar dengan 

International Cooperation and Development Fund (ICDF) mengenai e-commerce, 

pengembangan UKM dan ekonomi simbiosis (Circular economy) terhadap 

perwakilan dari 18 negara mitra NSP. Kegiatan ini sebagai upaya pemerintah 

Taiwan untuk mendorong pelaksanaan NSP dengan meningkatkan kerjasama dan 

membangun relasi antara perusahaan Taiwan melakukan ekspansi ke pasar Asia 

Tenggara dan Asia Selatan. Khususnya menciptakan hubungan dinamis dengan 

ASEAN dan India (MOFA, 2018). Lihat (Gambar 3.1). 
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Gambar 3.1 Ekspor Taiwan pada Tahun 2016 (Sumber: diolah dari “Center for 

International Development at Harvard University (ATLAS)”,diakses dari website 

http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=249&partner=undefined&product=undefine

d&productClass=HS&startYear=undefined&target=Product&year=undefined, pada saat  

tanggal 8 Oktober 2018) 

 

Berdasarkan data ekspor Taiwan pada tahun 2016 di atas, Taiwan terus 

berupaya untuk menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan negara mitra NSP 

khususnya pada bidang perdagangan. Jumlah ekspor Taiwan hingga tahun 2016 

terus mengalami peningkatan. Kerjasama yang terjalin sebelum adanya NSP hingga 

terbentuknya NSP tahun 2016 membuahkan hasil. Meskipun potensi komoditas 

yang di tawarkan oleh Taiwan sama dengan komoditas China, namun Taiwan terus 

berupaya untuk mengembangkan barang produksinya untuk memenuhi pasar 

internasional. Lihat (Gambar 3.2). 
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Gambar 3.2 Impor Taiwan pada tahun 2016(Sumber: diolah dari “Center for International 

Development at Harvard University (ATLAS)”,diakses dari website dengan alamat 

http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=249&partner=undefined&product=undefine

d&productClass=HS&startYear=undefined&target=Product&tradeDirection=import&yea

r=undefined , pada tanggal 8 Oktober 2018) 

 

Tidak hanya dalam bidang ekspor saja, Taiwan juga membutuhkan bantuan 

dari negara lain khususnya negara mitra NSP dengan mengimpor barang-barang 

yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Taiwan. Meskipun jumlah impor 

barangnya tidak setinggi jumlah ekspor Taiwan ke negara mitra NSP tetapi dapat 

dibuktikan apabila ada hubungan timbal balik antara Taiwan dengan negara mitra 

NSP dalam bidang ekspor dan impor.  

Pemerintah Tsai telah mengalokasikan sumber daya yang signifikan ke 

NSP: Anggaran inisiatif meningkat 63 persen dari 131 juta dollar pada tahun 2017 

menjadi 241 juta dollar pada tahun 2018. Bagian terbesar dari anggaran 

didedikasikan untuk Kementerian Urusan Ekonomi sebesar 96,1 juta dollar dan 

Departemen Pendidikan sebesar 56,5 juta dollar. Selanjutnya, pemerintah Tsai 

mengumumkan rencana pembiayaan sebesar 3,5 milyar dollar untuk membantu 

negara mitra NSP dalam bidang pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2017, 

ekspor Taiwan ke ASEAN mencapai 58,57 milyar dollar, naik 14,2 persen dari 
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tahun 2016. Terhitung dari Januari 2016 hingga April 2018, ASEAN telah 

menerima lebih dari 86 persen ekspor Taiwan ke negara mitra NSP (Brookings, 

2018).  

Kerjasama yang terjalin antara Taiwan dengan negara mitra NSP terus 

berlangsung hingga saat ini. Dalam pidato perayaan HUT ke-31 Democratic 

Progressive Party (DPP), Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen mengatakan NSP 

merupakan pedoman utama dari kebijakan luar negeri Taiwan. Sejak tahun 2016 

hingga 2017, Taiwan telah bekerja keras untuk berperan lebih aktif di kawasan Asia 

Selatan dan Asia Tenggara, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, 

pariwisata dan budaya. 

Sejak Februari 2017, jumlah wisatawan dari negara-negara mitra NSP 

meningkat sebesar 76 persen, nilai perdagangan meningkat 19,39 persen, jumlah 

pelajar asing mengalami pertumbuhan sebesar 10 persen. Peningkatan jumlah 

wisatawan, nilai perdagangan dan jumlah pelajar asing dari negara mitra NSP terus 

menunjukkan pertumbuhan, membuktikan bahwa kebijakan NSP yang tengah 

diusung oleh pemerintah ini berhasil mendekatkan Taiwan dengan dunia 

internasional (MOFA, 2017). 

Pada Januari 2018, Kementerian Keuangan ROC mengumumkan nilai 

ekspor-impor per Desember 2017 mencapai 29.51 milyar dollar atau meningkat 

14.8 persen. Nilai ekspor pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 13.2 

persen, dan nilai impor sebesar 12.6 persen (MOFA, 2018). Produk Taiwan sangat 

kompetitif di pasar internasional disebabkan industri plastik Taiwan memiliki rantai 

industri yang sangat lengkap, sehingga memungkinkan untuk berekspansi ke pasar 

Asia Tenggara. Pada kenyataannya di tengah keterisolasiannya di mata 

internasional, Taiwan terus berupaya untuk tetap mempertahankan hubungan 

dagang yang sudah terjalin demi mempertahankan eksistensi Taiwan meskipun 

terjadi pemutusan atau tidak adanya hubungan diplomatik yang terjalin 

sebelumnya. Perdagangan menjadi salah satu harapan bagi Taiwan untuk menjalin 

interaksi dengan negara lain dan juga tidak menutup kemungkinan terjadinya 

kerjasama di bidang lain. Tidak hanya kepentingan perdagangan saja, jumlah 
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investasi Taiwan ke negara mitra NSP pun membuahkan hasil. Bisa di lihat dari 

tabel di bawah ini:  

Tabel 3.1 Flows of Inward Foreign Direct Investment (FDI) by Host Country and 

Source Country (dalam persentase) 

NO HOST 

COUNTRY 

SOURCE 

COUNTRY 

  Year  

   2014 2015 2016 2017 

1. Brunei Taiwan 0,00% 0,003% -0,001% 0,00% 

2. Cambodia Taiwan 4,89% 3,03% 2,47% 7,57% 

3. Indonesia Taiwan 3,50% 0,84% 0,58% 0,56% 

4. Laos Taiwan 0,06% 0,90% 0,03% 0,04% 

5. Malaysia Taiwan 0,57% 6,06% 2,10% 9,01% 

6. Myanmar Taiwan 0,00% 0,003% 0,02% 0,24% 

7. Philippines Taiwan 4,61% 7,28% 6,65% 3,73% 

8. Singapore Taiwan 66,31% 48,49% 59,21% 21,52% 

9. Thailand Taiwan -0,66% 4,66% 4,67% 31,49% 

10. Vietnam Taiwan 20,72% 28,74% 24,27% 25,75% 

(Sumber: diolah dari ASEAN Statistical. 2018. ASEAN Statistics Division. Diakses melalui 

aseanstats.org. Pada 8 Oktober 2018) 

 

Berdasarkan data dari tabel 3.1, jumlah investasi Taiwan ke negara-negara 

ASEAN cenderung meningkat setiap tahun terhitung dari tahun 2014-2016. Pada 

tahun 2014, jumlah tertinggi FDI Taiwan terhadap negara Singapura. Tahun 2015, 

meskipun mengalami penurunan namun negara Singapura masih tertinggi. 

Kemudian pada tahun 2016, jumlah FDI Taiwan terhadap Singapura mengalami 

peningkatan dan masih yang tertinggi. Sampai pada tahun 2017, jumlah FDI 

tertinggi berada pada negara Thailand.  

Pada tahun 2017, menurut Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan, investasi 

Taiwan di enam negara ASEAN terbesar di Singapura, Indonesia, Malaysia, 

Filipina, Thailand, dan Vietnam, tumbuh lebih dari 25 persen dari tahun 2016 

menjadi 2,82 milyar dollar. Investasi masuk ke Taiwan dari negara mitra NSP 

meningkat hampir 25 persen pada tahun 2017. ASEAN mengalahkan negara-negara 
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NSP lainnya seperti negara India, Australia, dan New Zealand. Meskipun sulit 

untuk mengisolasi dampak dari negara-negara tujuan NSP pada bidang 

perdagangan dan investasi Taiwan, namun keterlibatan ekonomi dengan negara-

negara NSP merupakan keputusan yang baik untuk meningkatkan citra positif 

Taiwan (MOEAIC, 2018). 

Investasi Taiwan yang besar terhadap negara lain membawa Taiwan pada 

peningkatan hubungan bilateral. Investasi digunakan sebagai alat untuk kegiatan 

tawar-menawar Taiwan dengan negara lain. Terjadi hubungan timbal balik antara 

Taiwan dengan negara penerima investasi Taiwan yaitu investor Taiwan diberi 

kemudahan dan menguatkan kembali posisi investasi Taiwan di negara lain. Maka 

dari itu untuk wilayah ASEAN masih menjadi rekan yang menjanjikan bagi 

Taiwan.  

Adanya rasa kepercayaan yang semakin meningkat terbentuk oleh negara-

negara mitra NSP terhadap Taiwan. Demi tercapainya tujuan NSP maka Taiwan 

terus berupaya untuk mengembangkan kerjasama dengan negara mitra NSP melalui 

kerjasama SDM yang menarik minat imigran asing untuk bekerja di Taiwan. 

Berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO), jumlah pekerja 

asing tertinggi yaitu negara Indonesia. Selama ini kerjasama antara Taiwan-

Indonesia cenderung kepada kerjasama imigran asing, pendidikan, pertanian serta 

produk bahan kimia. 

 

Tabel 3.2 Nationals registered to work abroad in Taiwan in 2014 

NO COUNTRIES JUMLAH PEKERJA 

1. Indonesia 82,665 

2. Philippines 58,681 

3. Vietnam 62,124 

4. Thailand 37,105 

(Sumber: diolah dari International Labour Organization. 2015. Analytical report on the 

international labour migration statistics database in ASEAN. Pada 8 Oktober 2018) 
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Berdasarkan tabel 3.2, International Labour Organization (ILO) 

memberikan laporan terkait jumlah pekerja negara-negara di Asia Tenggara yang 

bekerja di Taiwan. Taiwan telah menerima banyak pekerja yang tertinggi berasal 

dari Indonesia terhitung sampai tahun 2014. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh 

Badan Nasional untuk Penempatan dan Perlindungan Bahasa Indonesia Pekerja 

(BNP2TKI), lebih dari 78.000 pekerja Indonesia bermigrasi ke Taiwan pada tahun 

2011. Jumlahnya meningkat menjadi sekitar 82.000 di 2014, tetapi turun menjadi 

sekitar 63.000 di 2015 dan 2016 (BNP2TKI, 2016). 

Profil ekonomi Taiwan di negara-negara Asia Tenggara juga tergantung 

pada impor pekerja asing dari wilayah tersebut. Taiwan tertarik untuk 

memperkerjakan pekerja asing karena salah satu faktornya yaitu pekerjanya 

dihargai dengan murah. Sebagai negara industri, tentu Taiwan membutuhkan 

jumlah pekerja yang banyak, dibuktikan dengan tingginya tingkat pekerja asing 

yang bersaing di Taiwan. Taiwan secara terbuka membantu para pekerja untuk 

mencari suaka di Taiwan dengan memberikan beberapa kemudahan, salah satunya 

meningkatkan diplomasi budaya negara-negara mitra NSP di Taiwan mulai dari 

bahasa serta fasilitas yang diberikan oleh Taiwan.   

Taiwan melihat semakin banyak anak muda mencari pekerjaan di Asia 

Tenggara dan India. Jumlah orang Taiwan (antara usia 25-29 tahun yang berangkat 

bekerja di Asia Tenggara meningkat sebesar 62 persen. Pada tahun 2017, jumlah 

SDM yang mengajukan permohonan lowongan pekerjaan di kawasan ASEAN naik 

sebesar 33 persen dari tahun 2016 menjadi 53.137 orang (Taiwannews, 2018). 

Pemerintah Taiwan tidak menganggap arus keluar SDM ke kawasan Asia 

Tenggara sebagai ancaman. Kenyataannya, pemerintahan Tsai Ing-wen telah 

mendorong kerjasama dan pengembangan dengan negara-negara Asia Tenggara 

sebagai keseriusan menjalankan NSP. 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

59 
 

 
 

Tabel 3.3 Kebijakan Taiwan dalam Bidang Ekonomi 

NO. TANGGAL KEBIJAKAN 

1. 2 Januari 2017 Office of Trade Negotiations (OTN) 

mendirikan Pusat Pelayanan Kebijakan 

Menuju Asia Selatan Baru 

2. 30 Maret 2017 Forum Kerja Sama Industri Taiwan-Indonesia 

2017 

3. 6 Juni 2017 Penandatanganan MOU Taiwan External 

Trade Development Council (TAITRA) 

Taiwan dengan Federation of Information 

Technology Industry (FITIS) Sri Lanka 

4 27 Juli 2017 Forum Kerja Sama Industri Taiwan-Thailand 

5. 30 Agustus 2017 Seminar Pengkajian Penanganan Bidang 

Medis Taiwan 

6. September 2017 Kesepakatan kerjasama di bidang medis 

Taiwan dan Australia 

7. 23 September 2017 Asia Pacific Culture Day 2017 

8. 28 September 2017 Forum Kerja Sama Industri Taiwan-Filipina 

2017 

9. 10 Oktober 2017 Pidato Kenegaraan Presiden Tsai Ing-wen 

dalam HUT ROC 2017 

10. 10 Oktober 2017 Pembentukan Taiwan Asia Exchange 

Foundation 

11. 11 Oktober 2017 Presiden Tsai Menghadiri Pembukaan Yushan 

Forum 2017 dengan tema “Pembinaan 

Konektivitas Ekonomi dan Sosial dengan Asia 

Tenggara dan Asia Selatan” 

12. 11 Oktober 2017 Konferensi Urusan Internasional 2017 

13. 12 Oktober 2017 Taiwan-India Industrial Collaboration 

Summit 2017 
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14. 16 Oktober 2017 Presiden Tsai Mengundang Pengusaha 

Diaspora Thailand untuk Berinvestasi di 

Taiwan 

15. 20 Oktober 2017 Dorongan Presiden Taiwan Regenerasi Dalam 

Industri Pertanian 

16. 20 Oktober 2017 Forum Bisnis dan Pertukaran Budaya Kreatif 

Taiwan-Thailand 

17. 2 November 2017 Lokakarya Fasilitasi Perdagangan Khusus 

Wilayah ASEAN dan Asia Selatan oleh 

International Cooperation Development Fund 

(ICDF) 

18. 9 November 2017 APEC Women and the Economy Sub-Fund 

19. 9 November 2017 Taiwan Expo 2017 Malaysia 

20. 23 November 2017 Taiwan Corporate Sustainability Awards 

21. 7 Desember 2017 Presiden Tsai: Tingkatkan Kerja Sama 

Internasional di Bidang Teknologi Medis 

22. 11 Desember 2017 59 institusi pendidikan tinggi Taiwan dan 

Indonesia menandatangani perjanjian kerja 

sama 

23. 14 Desember 2017 Penandatanganan MOU on Promotion of 

Industry Collaboration India dan Taiwan  

24. 20 Desember 2017 Upacara Penandatanganan Perjanjian Kerja 

Sama Taiwan-Indonesia di Bidang Geodesi 

dan Geomatika 

25. 29 Desember 2017 Presiden Tsai Menghadiri Konferensi Pers 

Akhir Tahun 2017 

26. 1 Februari 2018 Council of Agriculture mendirikan area 

produksi di Indonesia seluas 1.000 hektar 

27. 1 Maret 2018 Festival Wisata 2018 
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28 6 Maret 2018 Penandatanganan MOU antara Taiwan's 

external trade council (TAITRA) dengan 

Malaysia Retail Chain Association 

29. 9 Maret 2018 Taiwan Cooperative Bank buka cabang di 

Kamboja 

30. 22 Maret 2018 Indonesian Week 2018 

31. 28 Maret 2018 Penandatanganan MOU SBS Transit 

(Singapore) dengan Taipei Metro, dan Metro 

Consulting Service Ltd (Taiwan) 

32. 29 Maret 2018 Taiwan Expo 2018 Indonesia 

33. 13 April 2018 Penandatanganan MOU antara Taiwan 

External Trade Development Council 

(TAITRA) dengan Vietnam dan Indonesia  

34. 4 Juni 2018 Kerjasama MOHW di kawasan Asia Tenggara 

35. 28 Juni 2018 Penandatanganan MOU Taiwan dan Indonesia 

di bidang pertanian 

36. 5 Juli 2018 Konferensi pers Taiwan-Vietnam Smart 

Startup Park 

37. 20 Juli 2018 Taiwan Tandatangani MOU Bidang Migas 

dengan Vietnam tingkatkan Investasi di Asia 

Tenggara 

38. 26 Juli 2018 Pengumuman hasil Survei Tren dan Konsumsi 

Wisatawan di Kota Taipei Tahun 2017 

39. 1 Agustus 2018 “Koo-idea Campus” bidik Indonesia, Vietnam 

dan Laos 

40. 6 Agustus 2018 Taiwan-Indonesia Industrial Collaboration 

Summit 2018 

41. 8 Agustus 2018 Peresmian Taiwan-Asia Exchange Foundation 

(TAEF) 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

62 
 

 
 

42. 15 Agustus 2018 Penandatanganan MOU Taiwan Water 

Corporation dengan Indonesia 

43. 22 Agustus 2018 Vaksin Atrophic Rhinitis milik Taiwan masuk 

ke pasar Thailand 

44. 7 September 2018 Asia-Pacific Mercury Monitoring Network ke-

7 kerjasama trilateral antara Taiwan. AS dan 

Filipina 

(Sumber: diolah dari Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan). 2018. New 

Southbound Policy Portal. Di akses melalui https://nspp.mofa.gov.tw/nsppe/ Pada 8 

Oktober 2018) 

 

3.2.1 Kepentingan Ekonomi China di Negara Mitra NSP 

Lihat (Gambar 3.3). 

Gambar 3.3 Impor Dan Ekspor Barang oleh Negara dan Wilayah Utama dan Tingkat 

Pertumbuhan pada tahun 2017 (Sumber: diolah dari “China Statistical Yearbook, 2017”, di 

akses dari http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201802/t20180228_1585666.html,  

pada tanggal 3 November 2018) 

 

Menurut data dari buku tahunan statistik China, hampir setiap kawasan 

meningkat jumlah ekspor-impornya dengan China dengan jarak hanya 1 tahun. 

ASEAN menempati posisi ketiga sebagai kawasan yang melakukan ekspor tertinggi 

sepanjang 2016-2017 meningkat senilai 11,9 persen. Selanjutnya ada negara India 
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yang menempati posisi 9 dari 11 kawasan ekspornya dengan China senilai hampir 

20 persen di tahun 2017. Meskipun ada upaya dari Taiwan untuk membentuk 

kebijakan perdagangan baru dengan negara-negara tujuan NSP namun nyatanya 

Taiwan belum dapat sepenuhnya mandiri tanpa bantuan dari China. Ekspor China 

terhadap Taiwan mengalami peningkatan sebesar 12,2 persen di tahun 2017 dan 

menempati posisi ketujuh. Di tambah lagi, negara-negara tujuan NSP menjadi 

target China bahkan Amerika Serikat sekalipun juga menikmati pasar China. 

Tidak hanya hubungan kerjasama Taiwan dan ASEAN saja, China terus 

mengembangkan potensi perekonomiannya, hingga ke kawasan Oceania salah 

satunya yaitu Australia yang dijelaskan berdasarkan gambar di bawah ini: 

 

Gambar 3.4 Hubungan Perdagangan dan Investasi Australia dengan China (Sumber: diolah 

dari “Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade 2017”, di akses 

dari https://dfat.gov.au/trade/resources/Documents/chin.pdf , pada tanggal 3 November 

2018) 
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(a) 

 

(b) 
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Gambar 3.5 (a) 10 Barang Utama Ekspor ke Australia (b) 10 Barang Utama Impor dari Australia 

pada tahun 2017 (Sumber: diolah dari “The UN International Trade Statistics Database (UN 

Comtrade)”, diakses dari website dengan alamat https://comtrade.un.org/labs/dit-trade 

vis/?reporter=156&partner=36&type=C&year=2017&flow=2&commodity, pada tanggal 3 

November 2018) 

Menurut data dari Australian Government, Department of Foreign Affairs 

and Trade pada tahun 2017, nilai impor Australia dari China sebesar 22,4 persen 

khususnya pada produk peralatan telekomunikasi, komputer, furnitur, serta mainan. 

Serta nilai impor jasa dari China sebesar 3,3 persen. Kemudian FDI China ke 

Australia sebesar 40.668 A$m (Australian Government, Department of Foreign 

Affairs and Trade, 2017). 

The China–Australia Free Trade Agreement atau Perjanjian Perdagangan 

Bebas China – Australia (ChAFTA) mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2015. 

ChAFTA adalah jalan bagi fase berikutnya hubungan ekonomi Australia dengan 

China.  Perjanjian ini memberikan manfaat besar bagi Australia, meningkatkan 

posisi kompetitif Australia di pasar China, serta meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. ChAFTA membuka peluang signifikan 

bagi Australia di China, yang merupakan pasar ekspor barang dan jasa terbesar di 

Australia, menyumbang hampir sepertiga dari total ekspor, dan sumber investasi 

asing yang terus berkembang. 

Tidak hanya kegiatan ekspor dan impor barang China ke negara lain, 

Foreign Direct Investment (FDI) China terus berkembang ke negara mitra seperti 

ASEAN , Asia Selatan, Taiwan, Australia, New Zealand bahkan Amerika Serikat 

seperti pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.4 FDI China Tahun 2014-2016 

       (USD 10.000) 

No. Countries                 Year  

  2014 2016 

1. Brunei 7094 6567 

2. Cambodia 312 - 

3. Indonesia 7802 6399 

4. Malaysia 15749 22113  

5. Myanmar  585 2 

6. Philippines 9707 7760 

7. Singapore 582668 604668  

8. Thailand 6052 5615 

9. Vietnam 7 - 

10. Pakistan 2323 65 

11. India 5075 5181  

12. Bangladesh 15 7 

13. Sri Lanka - 20 

14. Nepal 22 - 

15. Australia 23853 26264  

16. New Zealand 4748 3182 

17. Taiwan 201812 196280 

18. United States 237074 238601 

(Sumber: diolah dari China Statistical Yearbook. 2015-2017.  New Statistical Yearbooks 

Published by China Statistics Press . Di akses melalui 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017

/indexeh.htm. Pada tanggal 3 November 2018) 

 

Menurut tabel 3.4, jumlah FDI China tertinggi berada pada negara 

Singapura terhitung dari tahun 2014-2016. Kemudian negara Malaysia di posisi 

kedua dan negara Australia di posisi ketiga. China mengalami peningkatan jumlah 
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FDI dengan negara-negara tujuan NSP namun jumlah FDI China-Taiwan 

mengalami penurunan di tahun 2016. Sektor Foreign Direct Investment (FDI) 

China tertinggi berada pada sektor manufaktur.  

 

Gambar 3.6 Total Imigran China di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2000-2017  

(Sumber: diolah dari “United Nations (UN) Population Division”, di akses dari 

https://theaseanpost.com/article/chinese-labour-migration-southeast-asia.htm , pada saat 

tanggal 3 November 2018) 

Berdasarkan gambar 3.9, terhitung dari tahun 2000-2017 jumlah imigran 

China ke negara Singapura meningkat dengan pesat hingga mencapai lebih dari 

450.000 jiwa. Upaya China untuk terlibat dalam pasar ASEAN, Asia Selatan serta 

Australia dan New Zealand meliputi hampir berbagai bidang. Keterlibatan China 

idak hanya terbatas pada ekspor-impor, FDI namun juga berlanjut pada sumber 

daya manusia. Jumlah populasi China pada tahun 2017 sebesar 1.379.302.771 jiwa, 

merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia. 
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Perkiraan oleh Divisi Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 

menunjukkan bahwa jumlah pendatang China terus meningkat dilihat dari jumlah 

mereka di Asia Tenggara. Emigrasi China ke Asia Tenggara salah satunya didorong 

oleh Belt dan Road Initiative (BRI). Bersamaan dengan aliran investasi asing 

langsung China yang menguntungkan ke proyek-proyek infrastruktur. 

 

3.2.2 Belt dan Road Initiative (BRI) 

Pada awalnya inisiatif BRI ini disebut One Belt and One Road (OBOR) 

yang di perkenalkan pada akhir tahun 2013. Kemudian pada pertengahan tahun 

2016, OBOR diganti menjadi Belt dan Road Initiative (BRI) yang berbasis 

pada  Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (SREB) yaitu melalui rute daratan dan Jalur Sutra 

Maritim (MSR) yaitu melalui lintas samudra. China akan memajukan BRI secara 

komprehensif untuk memberi manfaat bagi negara-negara peserta lainnya melalui 

win-win cooperation.  

China terus berupaya untuk memfasilitasi kebijakan, infrastruktur, 

perdagangan, keuangan, dan konektivitas people-to-people dan mencapai 

konsensus dengan lebih banyak negara untuk kerjasama Belt and Road. Kerjasama 

China di Koridor Ekonomi China-Pakistan, Koridor Ekonomi China-Laos, dan 

Koridor Ekonomi China-Myanmar, di pelabuhan Piraeus dan pelabuhan Kyaukpyu, 

di jalur kereta api China-Laos dan kereta api China-Thailand di Asia dan proyek 

kereta api lainnya di Afrika, Eropa dan Amerika Latin, akan memperkuat kekuatan 

pendorong baru untuk dan lebih meningkatkan kerjasama Belt and Road serta 

meningkatkan pembangunan negara dan wilayah di sepanjang rute tersebut 

(Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, 2017). 

Hubungan ekonomi antara ASEAN dan China dalam mendukung kemitraan 

strategis mereka telah berkembang sejak awal 1990-an ketika China melakukan 

reformasi berorientasi ke luar dan bergabung dengan World Trade Organization 

(WTO). Keunggulan China berada pada sektor manufaktur, sehingga China 

memimpin dalam ekspor manufaktur.  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

69 
 

 
 

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) berupaya untuk 

mengurangi tarif perdagangan antar kawasan regional. Selain penghapusan tarif, 

perjanjian itu menjanjikan integrasi lebih dalam yang mencakup bidang jasa, 

investasi asing dan langkah-langkah yang menggabungkan fasilitasi perdagangan. 

ASEAN adalah mitra dagang terbesar ketiga di China. Investasi dua arah telah 

berkembang, dengan ASEAN menjadi tujuan investasi terbesar keempat China dan 

sumber investasi asing langsung (FDI) terbesar ketiga. Kunci dari visi ASEAN-

China tentang kemitraan strategis adalah kerja sama ekonomi. Selain 

mempromosikan perdagangan dua arah barang dan jasa, kemudian meningkatkan 

FDI dan membangun infrastruktur di negara-negara ASEAN. Namun di lain sisi, 

anggota ASEAN juga sedikit merasa waspada berurusan dengan kemurahan hati 

ekonomi China. 

ASEAN dan China sepakat untuk meningkatkan kinerja ACFTA untuk 

memperdalam kerja sama di bidang pertanian, sumber daya manusia, investasi dan 

teknologi informasi. ACFTA pertama kali diusulkan pada tahun 2000 saat itu 

banyak negara ASEAN yang mengalami krisis keuangan pada tahun 1997-1998 dan 

berjuang dengan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan kesepakatan ASEAN-China 

Summit yang diselenggarakan pada tahun 2001, ACFTA sudah terbentuk dalam 

waktu 10 tahun. Atas dasar itulah, ACFTA mulai berlaku per tanggal 1 Januari 

2010. Pada tahun 2018, ASEAN dan China memperluas lingkup kerja sama mereka 

ke bidang-bidang baru, termasuk e-commerce. Dengan Revolusi Industri 4.0, 

berupaya untuk membangun kerjasama di bidang inovasi teknologi dan ekonomi 

digital (Sanchita, 2018). 

 

3.3 Kepentingan Politik Taiwan di Negara Mitra NSP  

Pembentukan kebijakan NSP berfokus pada kepentingan perdagangan 

antara Taiwan dengan negara mitra NSP. Taiwan terus berupaya untuk 

meningkatkan hubungan semi-formal dengan negara-negara Asia dan sekitarnya. 

Namun masih sulit bagi Taiwan untuk mendapatkan pengakuan secara resmi dari 

negara lain meskipun telah lama menjalin hubungan dalam bidang lain, seperti 

ekonomi. 
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Hingga tahun 2017, hanya 20 negara yang menjalin hubungan diplomatik 

dengan Taiwan atau yang mengakui Taiwan sebagai negara yang utuh, yaitu: In 

Latin America and the Caribbean: Belize, El Salvador, Haiti, Nicaragua, St Kitts 

and Nevis, St Vincent & the Grenadines, the Dominican Republic, Guatemala, 

Paraguay, Honduras and Saint Lucia.  In Africa: Burkina Faso and Swaziland. Lalu 

In Europe: The Holy See (Vatican). Kemudian In the Pacific: Kiribati, Nauru, the 

Solomon Islands, Tuvalu, the Marshall Islands and Palau (BBC, 2017). Namun 

pada tahun 2018, Dominican Republic dan Burkina Faso memutus hubungan 

diplomatik dengan Taiwan (Taiwannews, 2018). Setelah terbentuknya NSP pada 

tahun 2016 hingga tahun 2018, masih belum menumbuhkan pengakuan negara 

mitra NSP terhadap kedaulatan Taiwan.  

Partisipasi Taiwan dalam Badan Internasional yaitu Taiwan mendapat 

keanggotaan penuh di 37 organisasi antar pemerintah (IGO) atau badan-badan 

pendukung lainnya. Taiwan berpartisipasi dalam Organisasi Perdagangan Dunia 

(WTO). Dalam forum APEC dengan nama Cina Taipei. Selain itu, Taiwan 

memiliki kedudukan atau status lain di 22 IGO lainnya atau badan-badan 

pendukungnya.  

Saat ini, Taiwan juga berupaya menjadi pengamat resmi dalam Konvensi 

Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) serta INTERPO. 

Meskipun keanggotaan penuh di Inggris saat ini masih jauh, pemerintah Taiwan 

terus berusaha untuk berpartisipasi di lembaga dan mekanisme khusus PBB yang 

penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan bangsa, termasuk WHO, 

International Civil Aviation Organization (ICAO) dan United Nation Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) (ROC Yearbook, 2016). 

China mengusahakan agar Taiwan dalam organisasi APEC menggunakan 

nama "Chinese Taipei," sebagai gelar resmi yang digunakan untuk Taiwan di 

APEC. China juga telah mencoba untuk memblokir banyak permohonan yang 

dibuat oleh Taiwan di APEC. Namun di lain sisi, Amerika Serikat selalu 

mendukung keanggotaan penuh Taiwan di APEC dan memastikan bahwa statusnya 

tidak akan berubah (Focustaiwan, 2018). 
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Para pemimpin negara dapat melakukan kunjungan diplomatik dan negara-

negara dapat menyuarakan pendapat untuk Taiwan di PBB dan organisasi 

internasional lainnya. Taiwan menganggap isolasi internasional menghambat 

pengakuan kedaulatan Taiwan serta tekanan dari China cenderung memperkuat 

identitas nasional Taiwan sebagai suatu provinsi. Pengakuan yang di dapatkan oleh 

Taiwan yaitu sebagai pemerintahan China yang sah, namun bukan sebagai negara 

yang berdaulat. Tidak ada dua pemerintah berdaulat dari suatu negara yang sama.  

Taiwan adalah sebuah provinsi yang sedang memberontak untuk 

mengupayakan kemerdekaan di mata China. Status quo yang telah di sepakati oleh 

Taiwan dan China mengarah kepada ketidakpastian mengenai konflik yang terjadi 

antara kedua negara. Seiring berjalannya waktu, hubungan Taiwan dan China tidak 

pasti akan mengarah pada pemisahan atau penyatuan kembali. Tentu China tidak 

menginginkan apabila Taiwan berpisah dan menjadi negara yang merdeka. 

Berbagai cara dilakukan China untuk membatasi tindakan Taiwan dengan 

melakukan aksi militer jika langkah Taiwan untuk merdeka sudah bulat. 

Hubungan Taiwan dengan ASEAN mengalami kendala karena ketiadaan 

hubungan diplomatik formal antara Taiwan dengan negara-negara di kawasan 

ASEAN. ASEAN lebih cenderung berpusat pada One China Policy sebagai 

pedoman dalam melakukan kebijakan luar negerinya. Taiwan saat ini hanya 

memiliki kurang dari 30 negara sebagai mitra diplomatiknya atau yang mengakui 

Taiwan sebagai negara yang utuh. Maka dari itu sebagai upaya untuk mendapat 

dukungan di komunitas internasional maka Taiwan mengadopsi “diplomasi 

ekonomi”. Sumber daya ekonomi yang meningkat dapat digunakan sebagai 

pertukaran politik dengan negara lain. Secara soft power, Taiwan telah berusaha 

dengan cara melakukan investasi, pertukaran budaya antar negara mitra NSP yang 

merupakan upaya diplomatik Taiwan agar mendapat pengakuan yang utuh 

(Herlijanto, 2016).  

 

3.3.1 Taiwan-Indonesia 

One China Policy adalah kebijakan dasar Pemerintah Republik Indonesia 

terhadap Pemerintah Republik Rakyat China (RRC). Pada tanggal 8 Agustus 1990, 
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para Menteri Luar Negeri menandatangani sebuah MOU yang menyatakan bahwa: 

Indonesia hanya menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan yang bersifat non-

pemerintah dengan Taiwan (Cina Taipei). Taiwan menjadi salah satu investor dan 

mitra dagang terbesar Indonesia. Sesuai dengan MOU, kebijakan yang perlu 

dipatuhi oleh Indonesia harus bersifat non-pemerintah termasuk tidak mengakui 

Taiwan sebagai negara yang utuh dan berdaulat (Kemenlu RI, 2012). 

 

3.3.2 Taiwan-Australia 

Australia memiliki hubungan substansial dengan Taiwan termasuk 

perdagangan dan investasi, pendidikan, pariwisata dan hubungan antar manusia. 

Namun, pada tahun 1972 terjadi pembentukan hubungan diplomatik Australia 

dengan China. Australia’s Joint Communiqué dengan negara China mengakui 

bahwa Pemerintah China sebagai satu-satunya pemerintah hukum China, dan 

mengakui posisi Taiwan adalah provinsi dari China. Persyaratan Joint 

Communiqué yaitu dasar fundamental kebijakan Australia di China-Pemerintah 

Australia tidak mengakui ROC sebagai negara berdaulat dan tidak menganggap 

pihak berwenang di Taiwan memiliki status sebagai pemerintah nasional. 

Hubungan antara pejabat pemerintah Australia dan Taiwan terjalin secara tidak 

resmi. Pemerintah Australia sangat mendukung pengembangan hubungan secara 

tidak resmi, pada aspek ekonomi dan budaya dua arah. Australia mendukung 

keikutsertaan Taiwan dalam organisasi dan konferensi internasional jika 

diperlukan. Pemerintah mendorong bisnis Australia serta pemerintah negara 

bagian, teritori dan kota, untuk mengejar peluang perdagangan dan investasi yang 

melibatkan Taiwan dan mendukung pengembangan hubungan people-to-people 

(dilansir dari situs Australian Government Department of Foreign Affairs and 

Trade). 

 

3.3.3 Taiwan-Selandia Baru 

Dilansir dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, 

meskipun Selandia Baru tidak mempertahankan hubungan diplomatik dengan 

Taiwan, namun tetap memiliki hubungan perdagangan, ekonomi, dan budaya yang 
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cukup besar. Taiwan adalah sumber penting dalam bidang impor, pariwisata dan 

investasi, dan pasar ekspor penting bagi Selandia Baru. Adanya kesempatan kerja 

untuk Selandia Baru di Taiwan, khususnya dalam bidang pendidikan dan 

pertukaran budaya yang terus meningkat. Banyak orang Taiwan bermigrasi ke 

Selandia Baru sejak tahun 1990-an, sehingga memiliki populasi warga negara 

Taiwan yang tinggi di Auckland. Sejak tahun 2009, bidang pariwisata, pendidikan 

dan hubungan bisnis terus menguat sejak penghapusan visa (dikutip dari situs New 

Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade). 

 

3.3.4 Taiwan-India 

Taiwan dan India tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Sejak tahun 

1995, kedua belah pihak menjalin hubungan “substansial” dan saling 

“menguntungkan”. India tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. 

China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri, meskipun 

Taiwan telah dikelola secara terpisah dengan pemerintahnya sendiri sejak akhir 

perang sipil China pada tahun 1949 (Indiatoday, 2018). India telah konsisten dalam 

tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat yang independen sejak negara itu 

beralih pengakuan dari Republik China ke Republik Rakyat China pada tahun 1949. 

Pada tahun 1995, India menjalin hubungan dengan Taiwan di bawah pemahaman 

bahwa hubungan itu tidak didirikan di tingkat pemerintahan, tetapi hubungan 

people-to-people secara tidak resmi. Hal ini tetap tidak berubah, meskipun 

hubungan India-Taiwan semakin kuat. Selain itu, India telah berhenti mendukung 

Kebijakan Satu China dalam Joint Communiqué hubungan bilateral dengan China, 

namun India harus mematuhi hukum negara China (khususnya Kebijakan Satu 

China, yang tidak ditentang oleh negara India) untuk melakukan bisnis di China 

(Australian Institute of International Affairs, 2018). 

Sebelum awal abad ini, semua Joint Communiqué pemerintah yang 

ditandatangani China dengan negara lain akan mengakui Taiwan sebagai bagian 

dari China. Prinsip Satu-China telah diterima secara luas oleh masyarakat 

internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pernyataan bersama antara China dan 

India tidak menyebutkan Kebijakan Satu China. Pertemuan antara pemimpin 
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mereka juga tidak menyinggung masalah ini. Tetapi itu tidak berarti pemerintah 

India telah meninggalkan kebijakan ini (Globaltimes, 2018). Berdasarkan cuitan 

dari Presiden Tsai Ing-wen (@iingwen) pada tanggal 5 Mei 2017, menyatakan:  

The #NewSouthboundPolicy isn’t about making a political 

statement in region but how Taiwan can build more mutually 

beneficial relationships. 

Maksud dari cuitan Tsai yaitu New Southbound Policy bukan mengenai 

pembuatan pernyataan politik di suatu kawasan, tetapi bagaimana Taiwan dapat 

membangun hubungan yang lebih untuk saling menguntungkan. Meskipun negara 

mitra NSP tidak menjalin hubungan diplomatik secara formal dengan Taiwan, tidak 

ada rasa kekecewaan oleh pemerintahan Taiwan. Kerjasama antar negara 

melibatkan berbagai bidang, tidak hanya bidang politik saja. 

Taiwan akan memperluas visa untuk pengunjung dari Thailand, Brunei dan 

Filipina dan mempermudah proses permohonan visa bagi pengunjung dari negara 

Asia Tenggara dan Asia Selatan lainnya. Keputusan untuk melakukan perjalanan 

ke Taiwan lebih mudah bagi warga dari negara-negara mitra NSP. Taiwan 

bertujuan untuk mempromosikan New Southbound Policy. 

Dimulai uji coba pada Agustus 2016, pengunjung dari Thailand dan Brunei 

ke Taiwan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun masing-masing sebesar 

57,26 persen dan 52 persen. Langkah baru lainnya adalah memberikan fasilitas 

tanpa visa kepada para pengunjung dari Filipina. Sementara itu, Taiwan akan 

berupaya untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap pengunjung dari 

India, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Kamboja dan bebas visa terhadap Laos secara 

"bersyarat". Warga negara dari Sri Lanka dan Bhutan juga akan diizinkan untuk 

mengajukan permohonan visa turis ke Taiwan. Langkah-langkah yang diambil 

telah meningkatkan kunjungan ke Taiwan. Pemerintah Taiwan lebih memudahkan 

proses visa untuk mempromosikan pariwisata dan hubungan bisnis dengan kawasan 

ASEAN dan Asia Selatan (Focustaiwan, 2017). 

Menurut Departemen Pendidikan Internasional Departemen Luar Negeri 

dan Lintas-Selat menyatakan pada tahun 2008, mahasiswa India dan Asia Tenggara 

yang mengambil studi sarjana dan pasca-sarjana di universitas Taiwan mencapai 
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sekitar 8.000 orang. Pada tahun 2016, mahasiswa dari negara-negara anggota 

ASEAN yang mengambil pendidikan di Taiwan sebesar 28.000 orang, pada tahun 

2017 meningkat menjadi 38.000 orang. Taiwan bertujuan untuk meningkatkan 

jumlah siswa dari negara-negara ASEAN menjadi 58.000 pada tahun 2019. 

Berdasarkan kebijakan pemerintah terbaru tentang peningkatan pendidikan, Taiwan 

tidak hanya berfokus dalam negeri, tetapi juga menjalin hubungan dengan negara-

negara tetangga dan menarik lebih banyak siswa sebagai bagian dari NSP yaitu 

sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan Negara-negara 

ASEAN dan negara-negara Asia Selatan, serta Australia dan Selandia Baru 

(Focustaiwan, 2018). 

Pada September 2017, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, menyatakan bahwa 

komunitas Muslim adalah mitra penting Taiwan dan kekuatan yang sangat 

diperlukan untuk mempromosikan NSP. Warga Muslim dan penduduk menjadi 

jembatan yang menghubungkan negara dengan dunia Islam. Diharapkan dapat terus 

memperluas kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara 

mayoritas Muslim. Pemerintah mendirikan ruang-ruang doa di fasilitas transportasi 

umum seperti bandara, terminal bus dan stasiun kereta api. Pemerintah juga bekerja 

untuk menarik lebih banyak pengunjung Muslim melalui inisiatif seperti 

mempromosikan sertifikasi halal untuk hotel dan restoran lokal. Dengan upaya ini, 

Taiwan menempati peringkat ketujuh sebagai negara tujuan paling ramah Muslim 

di antara negara-negara non-Muslim di Global Travel Index 2016, dilansir oleh 

Master Card-Crescent Rating (Taiwantoday, 2017). 

 

3.4 Kepentingan Militer Taiwan di Negara Mitra NSP  

Meningkatnya ketidakpastian situasi keamanan global menjadi salah satu 

tantangan berat yang harus dihadapi Taiwan. Ancaman militer oleh China terus 

dilakukan untuk membatasi perilaku Taiwan. Kekhawatiran mengenai serangan 

yang akan terjadi semakin berkembang sebagai ancaman keamanan seperti 

serangan cybercrime maupun melemahnya pertahanan nasional. Perlunya 

penguatan kekuatan pertahanan dan keamanan untuk menjaga keutuhan warga 

negaranya. 
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Tabel 3.5 Peringkat Kekuatan Militer di Dunia 

NO. COUNTRY 

1. UNITED STATES 

2. RUSSIA 

3. CHINA 

4. INDIA 

5. FRANCE 

6. UNITED KINGDOM 

7. SOUTH KOREA 

8. JAPAN  

9. TURKEY 

10. GERMANY 

11. ITALY 

12. EGYPT 

13. IRAN 

14. BRAZIL 

15. INDONESIA 

16. ISRAEL 

17. PAKISTAN 

18. NORTH KOREA 

19. SPAIN 

20. VIETNAM 

21. AUSTRALIA 

22. POLAND 

23. ALGERIA 

24. TAIWAN 

25. CANADA 

 

(Sumber: diolah dari Global Firepower. 2018. 2018 Military Strength Ranking. Di akses 

melalui https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp Pada 8 Oktober 2018) 
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Untuk tahun 2018, total ada 136 negara yang termasuk dalam database GFP. 

Sesuai dengan data dari GFP tahun 2018, kekuatan militer Taiwan berada pada 

posisi ke-24. Negara-negara mitra NSP seperti India, Indonesia, Pakistan, Vietnam 

serta Australia berada di atas Taiwan. Secara militer, Taiwan mendapat banyak 

bantuan dari Amerika Serikat dan China. Taiwan berfokus untuk memperkuat 

kekuatan militernya sendiri. Sehingga masih sulit bagi Taiwan untuk melakukan 

hubungan secara militer dengan negara-negara NSP. Militer Taiwan ditingkatkan 

untuk membatasi dan melawan invasi militer yang dilakukan oleh China. 

Kementerian Pertahanan Nasional (MND) Taiwan mengintegrasikan 

pertahanan nasional dengan diplomasi untuk mempromosikan pertukaran militer 

negara dengan tujuan membangun hubungan interpersonal dan mengamankan 

relasi dengan negara-negara lain. Dengan demikian bersama-sama memastikan 

keamanan Selat Taiwan sebagai suatu perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia 

Pasifik. Melalui militer dan hubungan diplomatik serta kerjasama, dapat belajar 

pengetahuan baru dari negara maju di berbagai bidang seperti teknologi militer, 

konsep perencanaan kekuatan militer, pembelajaran operasional, serta pendidikan 

dan pelatihan militer. Sehingga dapat meningkatkan kesiapan tempur dan kekuatan 

dari Angkatan Bersenjata Taiwan. 

Presiden Tsai Ing-wen mengatakan Taiwan akan meningkatkan anggaran 

pertahanannya setiap tahun, sementara mengembangkan industri pertahanan dalam 

negerinya. Tekanan dari China meningkat terhadap Taiwan karena dianggap 

menantang status quo di Selat Taiwan. Anggaran pertahanan negara akan 

ditingkatkan sebesar NT $ 18,3 miliar (US $592 juta) pada tahun 2019, tumbuh 

5,6% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai NT $327,7 milyar (US $10,6 

milyar). Anggaran pertahanan untuk tahun mendatang menyumbang sekitar 2,16 

persen Produk Domestik Bruto (PDB) Taiwan, tertinggi selama 10 tahun terakhir 

(Armyrecognition, 2018). 

Amerika Serikat menyatakan bahwa Taiwan harus meningkatkan anggaran 

pertahanannya karena ketidakseimbangan kemampuan militer di Selat Taiwan telah 

berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Maka dari itu Taiwan terus 

berupaya untuk memperkuat diri walaupun dengan cara kekerasan sekalipun. 
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Perencanaan militer nasional Taiwan dilakukan demi menjaga pembangunan 

keamanan nasional dan memastikan perdamaian regional. Peningkatan kekuatan 

militer Taiwan sebagai upaya Taiwan untuk menjaga keamanan dan perdamaian di 

Selat Taiwan.dukungan dari warga negara Taiwan serta dukungan dari negara-

negara yang menerima bantuan dari Taiwan sangat diperlukan. 

Apabila dibandingkan dengan kekuatan militer China, tentu anggaran 

belanja militer China jauh melebihi Taiwan serta lebih kuat secara militer. China 

memandang, peningkatan anggaran oleh Taiwan tidak akan mendatangkan 

perubahan apapun bagi kawasan Selat Taiwan. China membagi enam fokus isu 

yaitu sebagai berikut: (1) pernyataan kepemimpinan Taiwan, (2) Strategi 

pertahanan Taiwan, (3) latihan militer Taiwan, (4) Akuisisi senjata Taiwan, 

khususnya penjualan senjata AS, (5) pertukaran militer Taiwan dengan militer 

asing, dan (6) masalah/konflik militer Taiwan dan masalah lain yang berdampak 

negatif (RAND, 2017).   

Tabel 3.6 Ekspor Senjata Dan Amunisi Taiwan Tahun 2014 (untuk Kawasan Asia 

Dan Oceania) 

NO

. 

COUNTRIES  YEAR  

  2014 2015 2016 

1. Indonesia 1.87% 11.48% 5.96% 

2. Singapore 0.62% 1.16% 0.07% 

3. Thailand 5.79% 4.11% 2.76% 

4. Malaysia 0.64% 0.62% 0.12% 

5. Phillippines 4.41% 21.51% 50.77% 

6. Vietnam 5.30% 2.21% 1.45% 

7. Cambodia    

8. Laos    

9. Myanmar  0.14% 0.08% 

10. Brunei 0.01%  0.00% 
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11. Butan    

12. Pakistan 0.03% 0.04% 0.01% 

13. India 0.11% 0.01% 0.07% 

14. Bangladesh 0.53%   

15. Sri Lanka 0.05% 0.02% 0.00% 

16. Nepal 0.13%   

17. Australia 9.85% 7.29% 1.57% 

18. New Zealand 10.44% 4.51% 1.38% 

(Sumber: diolah dari Center for International Development at Harvard University 

(ATLAS). 2018. Where did Taiwan export Arms and ammunition to in 2016?. Di akses 

melaluihttp://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=249&partner=undefined&product=1

91&productClass=HS&startYear=undefined&target=Product&year=undefined Pada 8 

Oktober 2018) 

Menurut tabel di atas, negara Filipina berada di posisi tertinggi sebagai 

negara tujuan ekspor senjata Taiwan yaitu sebesar 50,77% pada tahun 2016. 

Meskipun tidak sebesar ekspor Taiwan di bidang ekonomi namun Taiwan terus 

berupaya agar eksistensi Taiwan di bidang militer tetap terjaga salah saatunya 

dengan cara mengekspor senjata ke negara-negara mitra NSP. 

Hubungan Taiwan dengan Singapura berlanjut tidak hanya dalam urusan 

ekspor senjata saja, melainkan berlanjut pada pelatihan militer bersama.  

Sebelumnya pada tahun 1970-an, mantan Presiden Chiang Kai-shek dan Perdana 

Menteri Singapura menandatangani perjanjian militer rahasia bernama “Project 

Starlight”. Pada tahun 2016, Angkatan Bersenjata Singapura melakukan latihan 

militer bersama. Sejak saat itu, kedua pulau tersebut mengadakan latihan militer 

reguler. Singapura mengirim hingga 15.000 pasukan per tahun ke Taiwan 

(Thediplomat, 2016).  

Taiwan terus berupaya untuk melakukan kerjasama dalam segala bidang, 

termasuk bidang militer secara meluas. Di lain sisi, upaya Taiwan ini mendapat 

kecaman dari pemerintah China yang secara tegas menentang segala bentuk 

interaksi resmi antara Taiwan dan negara-negara yang memiliki hubungan 

diplomatik, pertukaran militer dan kerjasama. Meskipun secara militer kerjasama 
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Taiwan dengan negara mitra NSP masih kurang, namun Taiwan terus berupaya 

untuk berbenah diri agar keamanan nasional Taiwan di kawasan tetap terjaga 

dengan baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

Skripsi ini membahas tentang reaksi China terhadap kebijakan luar negeri: 

New Southbound Policy. Terdapat dua faktor mengapa China bereaksi terhadap 

kebijakan luar negeri baru Taiwan. Petama implementasi kebijakan One China 

Policy, Kedua terbentuknya kebijakan New Southbound Policy. Dalam penelitian 

ini penulis memadukan  konsep politik luar negeri dan pendekatan realisme. Kajian 

dari penelitian ini menarik dalam keilmuan hubungan internasional karena 

kebijakan One China Policy yang menyatakan hanya ada satu China yang berdaulat 

secara utuh nyatanya tidak mengurangi upaya Taiwan untuk melepaskan diri dari 

pengaruh China. Terbukti pada tahun 2016, Taiwan membentuk kebijakan New 

Southbound Policy untuk meningkatkan hubungan Taiwan dengan negara-negara 

mitra NSP sehingga menjadikan peluang untuk reunifikasi China-Taiwan 

terhambat. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada bagaimana reaksi China 

terhadap kebijakan New Southbound Policy. 

China berupaya untuk terus menarik kembali Taiwan untuk bersatu. 

Dengan diterapkannya One China Policy, yaitu sebuah kebijakan yang 

mengakui hanya ada satu China yang berdaulat. Terbentuknya One China Policy 

ditandai dengan PBB menarik delegasi China yang awalnya adalah Taiwan dan 

menggantikan dengan delegasi China. Sehingga ruang gerak Taiwan dalam 

komunitas internasional menjadi terbatas. Sejak Taiwan memisahkan diri pada 

tahun 1949, Amerika Serikat telah menjadi kawan Taiwan dan membantu 

Taiwan dalam mengurangi pengaruh dari China serta melawan ancaman dari 

China dengan menyediakan persenjataan AS terhadap Taiwan. Hal ini yang 

membuat China merasa terganggu dan bersikap waspada. 

Pascaterpilihnya Presiden Tsai Ing-wen pada tahun 2016, Taiwan 

semakin berani untuk mengurangi pengaruh China. Inisiatif Tsai Ing-wen 

membentuk New Southbound Policy (NSP) atau Kebijakan Menuju Selatan 

sebagai suatu kebijakan kerjasama antara Taiwan dengan ASEAN, Asia 
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Selatan, serta Australia dan New Zealand total ada 18 negara yang menjadi 

tujuan dari NSP. Kekuatan ekonomi Taiwan terus dikembangkan dengan 

menjalin relasi yang baik dengan negara-negara tetangganya, meskipun bukan 

hubungan secara diplomatik. 

Berangkat dari konsep politik luar negeri dalam perspektif realisme, 

menjelaskan keterkaitan teori tersebut dengan reaksi China terhadap 

pembentukan kebijakan luar negeri baru Taiwan. China merasa terganggu 

dengan terbentuknya New Southbound Policy. Dalam bidang politik, 

kepentingan good influence China akan terganggu dengan kehadiran New 

Southbound Policy. Dalam bidang keamanan, China memperkuat militernya. 

Apabila militer China sudah kuat maka bisa membalikkan partai Koumintang 

atau KMT yang dinilai membangkang terhadap wilayah China. 

Reaksi China terhadap NSP meliputi bidang ekonomi, politik serta 

militer. Dalam bidang ekonomi, China memperkuat hubungannya dengan negara-

negara mitra OBOR. Dalam bidang politik, Dalam bidang politik, China semakin 

agresif dalam menekan Taiwan dalam hubungan lintas selat. China merasa 

memiliki ruang untuk melakukan hubungan internasional dengan dunia luar 

(secara resmi sebagai negara). Sehingga yang berhak memiliki atau wajib 

memiliki politik luar negeri, yaitu negara China. Dalam bidang keamanan, 

China memperkuat militernya. Apabila militer China sudah kuat maka bisa 

membalikkan partai Koumintang atau KMT yang dinilai membangkang 

terhadap wilayah China. Kebijakan luar negeri NSP tampak berlebihan karena 

Taiwan tidak di akui sebagai negara. Dan itu merupakan pengurangan kekuatan 

absolut dari China, karena dunia luar menganggap ada dua China dengan 

dibentuknya NSP. Padahal meskipun tidak harus mempunyai politik luar 

negeri, Taiwan dengan Amerika Serikat dan negara-negara tujuan NSP serta 

negara lain di belahan dunia telah menjalankan relasi yang baik. 
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